PASAMAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jin. Cinduo Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/ Fax (0753) 466385 Kode Pos : 26366

No : 540/ sy /DPE/I-2014 Simpang Ampek, 3¢, Maret 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Data Kegiatan Kepada

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Penanggulangan Kemiskinan

Cq. Kepala Bappeda
di

Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor : 050/191/Sosbud-Bappeda/I11/2013 tanggal 24 Maret 2014 Perihal
Permintaan Data Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama ini kami
sampaikan data dimaksud dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Pasaman Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.

Kepala,

Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006
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PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

\

Peta Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batu Gamping
PT. Black Gold International
Kabupaten Pasaman Barat

Propinsi Sumatera Barat

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon

2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses

4. Operator

5. Kecamatan

6. Bahan Galian

7. Luas

: PT. Black Gold International

Oktober 2010

: 10.00 WIB

Gunung Tuleh
: Batu Gamping
: 10000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal  Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

RUDDITR™

KETERANGAN :
ﬂ Batas Kabupaten dan Kecamatan

/]

Jalan

m Sungai dan Anak Sungai
@® Ibukota Kabupaten/Kota
@ Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Sumber Peta:

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar
nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

|
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Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Black Gold International
2. Hari dan Tanggal Proses  :  Oktober 2010

3. Jam Proses :10.00 WIB

4. Operator :

5. Kecamatan : Gunung Tuleh

6. Bahan Galian : Batu Gamping

7. Luas : 10000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal  Oktober 2010

BUPATI PASA BARAT

ﬂ Batas Kabupaten dan Kecamatan

Jalan

A/

Sungai dan Anak Sungai

Ibukota Kabupaten/Kota

0

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar
nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 /1UP /2011

TANGGAL :

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKPLORASI

KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Gunung Tuleh
Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor
Bahan Galian : Batu Gamping
Luas : 10.000 Hektar
Kode Wilayah : KW 07812 BGI
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
koord 0 ‘ “ 0 ‘ “
01 099 41 00.00 000 18 2200 LU
02 099 44 20.00 000 18 22.00 LU
03 099 44 20.00 000 17 50.00 LU
04 099 45 00.00 000 17 50.00 LU
05 099 45 00.00 000 16 00.00 LU
06 099 46 00.00 000 16 00.00 LU
07 099 46 00.00 000 15 00.00 LU
08 099 47 00.00 000 15 00.00 LU
09 099 47 00.00 000 14 00.00 LU
10 099 49 48.00 000 14 00.00 LU
11 099 49 48.00 000 11 00.00 LU
12 099 46 28.00 000 11 00.00 LU
13 099 46 28.00 000 13 26.15 LU
14 099 44 33.00 000 13 26.15 LU
15 099 44 33.00 000 13 5400 LU
16 099 42 35.00 000 13 54.00 LU
17 099 42 35.00 000 14 3400 LU
18 099 41 40.00 000 14 3400 LU
19 099 41 40.00 000 18 4430 LU
20 099 41 00.00 000 15 4430 LU
BUPATI PASAMAN BARAT

. BAHARUDDIN, R



Membaca

Menimbang

L

Mengingat

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /327 BUP- PASBAR/ 2008
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

( KW 07812 BGlI )
BUPATI PASAMAN BARAT

Surat Permohonan PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL Nomor 018/BGI/XI-
2008 tanggal 10 November 2008, Perihal Permohonan Surat Izin Usaha

Pertambangan (SIUP) Eksplorasi.
bahwa Permohonan PT.BLACK GOLD INTERNATIONAL tentang Surat Izin
Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi sudah memenuhi ketentuan dalam

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu

menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Surat Izin Usaha Pertambangan

Daerah Eksplorasi

1.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan
Pokok Pertambangan;

Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagai mana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-
Undang nomor 12 tahun 2008

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian usrusan
pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan
Galian;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1453 .K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
tentang rencana analisa usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor. 02 Tahun 2007
tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Daerah Kabtipaten Pasaman “Barat Nomor. 06 Tahun 2008
tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Mémberikan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun kepada : '

Nama : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Alamat : JL. Hos Cokroaminoto 88 B Padang
Telp: (0751) 26788, 081535303666

Atas suatu wilayah tertanda ( KW 07812 BGI ) dengan luas dan lokasi :

Luas : 10.000 Ha

Bahan Galian : Batu Gamping

Lokasi : Kenagarian Muaro kiawai &
Rabijonggor

Kecamatan Gunung Tuieh

Kabupaten Pasaman Barat
Batas koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran | merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Batu
Gamping dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam
Lampiran Il keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi ini dapat dibatalkan 'walaupun

masa berlakunya belum habis apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan
Daerah tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban 'yang tercantum dalam
lampiran il keputusan ini.

Kpputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
segala sesuatunya akan dapat dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkandi Simpang Empat
Padatanggal : & Desember 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

N —

HSYAHIRAN [/

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

D AND BN =

Arsip.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta

Gubernur Sumatera Barat di Padang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

Camat Gunung Tuleh

Wali Nagari se Kec. Gunung Tuleh




LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/523q/ BUP - PASBAR/ 2008

Tanggal : 9 Desember 2008

TENTANG : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGI)
Nama Perusahaan . PT.BLACKGOLD INTERNATIONAL
Lokasi
Propinsi . Sumatera Barat
Kabupaten . Pasaman Barat
Kecamatan : Gunung Tuleh
Nagari : Muaro Kiawai & Rabijonggor
Bahan Galian . Batu Gamping
Kode Wilayah . KW 07812 BGI
Luas - 10.000 Ha

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

‘ No. Bujur Timur Lintang
*** — Titik

Koord ° " ° ’ "

001. 099 41 00.00 000 18 22.00 LU

002. 099 44 20.00 000 18 22.00 LU

003. 099 44 20.00 000 17 50.00 LU

004. 099 45 00.00 000 17 50.00 LU

005. 099 45 00.00 000 16 00.00 LU

006. 099 46 00.00 000 16 00.00 LU

007. 099 46 00.00 000 15 00.00 LU

008. 099 47 00.00 000 15 00.00 LU

009. 099 47 00.00 000 14 00.00 LU

010. 099 49 48.00 000 14 00.00 LU

011. 099 49 48.00 000 11 00.00 LU

012. 099 46 28.00 000 11 00.00 LU

. 013. 099 46 28.00 000 13 26.15 LU

014. 099 44 33.00 000 13 26.15 LU

o 015. 099 44 33.00 000 13 54.00 LU

016. 099 42 35.00 000 13 54.00 LU

017. 099 42 35.00 000 14 3400 LU

018. 099 41 40.00 000 14 34.00 LU

019. 099 41 40.00 000 15 4430 LU

020. 099 41 00.00 000 15 4430 LU

i H.SYAHIRAN




LAMPIRAN Il KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 523.a/ BUP-PASBAR/ 2008

TANGGAL : 9 Desember 2008

TENTANG : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGI)

. HAK PEMEGANG IZIN

a.

Pemegang lzin Usaha Pertambangan Daerah yang menemukan suatu bahan galian dalam
wilayahnya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Surat Izin Usaha Pertambangan

Daerah atas Bahan Galian tersebut.

Pemegang lzin Usaha Pertambangan Daerah eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik
atas bahan galian dalam wilayah izinnya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin
eksploitasi atas bahan galian tersebut.

Pemegang lIzin Usaha Pertambangan Daerah berhak melakukan segala usaha untuk
mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar,sifat dan nilai bahan galian dengan
mengunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah berhak memiliki bahan galian yang telah tergali
sesuai dengan lzin-nya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran
Eksplorasi. Pengangkutan dan Penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila
telah memperoleh Izin Pengangkutan dan Penjualan atau izin khusus dari Bupati Pasaman
Barat.

Il. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

a.

Pemegang lzin Usaha Pertambangan Daerah ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam
wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebelum melakukan kegiatan, pemegang lIzin terlebih dahulu harus memberitahukan kepada
Instansi berwenang.

Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah dengan pihak ketiga menjadi
tanggung jawab pemegang Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang lzin Usaha Pertambangan Daerah diwajibkan membayar luran Tetap menurut
ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi sebelum berakhirnya lzin tersebut.

Jika terjadi pertindihan Wilayah Izin dengan kepentingan lahan lainnya maka pemegang lzin
Usaha Pertambangan Daerah sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus
terlebih dahulu meyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin ini diterbitkan dan ternyata pemegang
Izin tidak melaksanakan aktifitas maka lzin tersebut batal dan dicabut serta dinyatakan tidak
berlaku lagi

1. Pemegang lzin harus memberi laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Pasaman
Barat dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan Izin,

Pemegang Izin harus sudah meyampaikan laporan Pematokan batas-batas wilayah Izin
Tersebut.



h. Dalam Bidang Pengawasan

1. Pemegang lzin harus mematuhi/mentaati peraturan yang berlaku mengenai pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Lingkungan di bidang Pertambangan Umum.

2. Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Pertambangan Daerah dilakukan oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Pasaman Barat.

3. Pemegang lzin Pertambangan dapat/diperkenankan meminta kepada petugas tersebut
diatas untuk memperlihatkan surat-surat pengenal dan surat-surat tugasnya.

i, Permohonan perpanjangan atau permohonan Izin Usaha Pertambangan Daerah sebagai

peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya Keputusan ini, pemegang
Izin harus mengangkat keluar segala yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-
bangunan yang dipergunakan umum.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

FL’S_YVAHlRAN
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Daerah Yang diizinkan
Luas 10.000 Ha

. Lamplran Keputusan Bupati Pasaman R.mwo»non 4 L TENT 0 oo Lokasl xon_mol:
Nomor  : 188.45/ 523.a/BUP-PASBAR/2 > , ,w,, -Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
Tanggal : 9 Desember 2008 FARA Kenagarian / Kecamatan : Robl Jonggor ! Gunung Tuleh
Peta Wilayah ,_u__.. Pertambangan Daerah Bakian Gitlan . :Batu Gamping
, Diperuntukan Bagi  : PT. Black Gold International Tahapan . :Eksplorasi - -
. Kode Wilayah :07812BGI . wes Wilayah : 10.0000 Hektar.




-~~~ LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/623q9/ BUP - PASBAR/ 2008

Tanggal : 9 Desember 2008

TEN_‘_!;},\NG : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGl)
Nama Perusahé;n :  PT.BLACKGOLD INTERNATIONAL
Lokasi
Propinsi :  Sumatera Barat
Kabupaten . Pasaman Barat
Kecamatan :  Gunung Tuleh
Nagari : Muaro Kiawai & Rabijonggor
Bahan Galian :  Batu Gamping
Kode Wilayah : KW 07812 BGI
Luas : 10.000 Ha

- LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

l. C’ No. Bujur Timur Lintang

, Titik
Koord. ° ' R A

001. 099 41 00.00 000 18 22.00 LU

002. 099 44 20.00 000 18 22.00 LU

003. 099 44 20.00 000 17 50.00 LU

004. 099 45 00.00 000 17 50.00 LU

005. 099 45 00.00 000 16 00.00 LU

006. 099 46 00.00 000 16 00.00 LU

007. 099 46 00.00 000 15 00.00 LU

008. 099 47 00.00 000 15 00.00 LU

009. 099 47 00.00 000 14 00.00 LU

010. 099 49 48.00 000 14 00.00 LU

011. 099 49 48.00 000 11 00.00 LU

012, 099 46 28.00 000 11 00.00 LU

o 013. 099 46 28.00 000 13 26.15 LU

A 014. 099 44 33.00 000 13 26.15 LU

il 015. 099 44 33.00 000 13 54.00 LU

AN 016. 099 42 35.00 000 13 54.00 LU

017. 099 42 35.00 000 14 34.00 LU

018. 099 41 40.00 000 14 34.00 LU

019. 099 41 40.00 000 15 44.30 LU

020. 099 41 00.00 000 15 44.30 LU

BUPATI PASAMAN BARAT

HSYAHIRAN

NI 195610250198605 1 008
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' " PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL

COAL MINING & TRADING

JI. Hos Cokroaminoto No. 88 B Padang 25118

Telp. 0751 - 28316, Fax.
Sumatera Barat - Indonesia

Padang, 10 November 2008

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Nomor 1 018/BGI/XI-2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Eksplorasi
Di
Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) Eksplorasi,
keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :
1. Nama . Soeherman Tanuwira
. 2. Jabatan . Direktur

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : PT. Blackgold International
2. Alamat/Telp. : JI. Hos Cokroaminoto 88 B Padang
(0751) 26788, 081535303666.

3. NPWP
4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :
No. Nama Jabatan
1 | Hellen Suryani Presiden Komisaris
2 | Haryono Tanuwira Komisaris
3 | Soeherman Tanuwira Direktur
. Ctt : Terlampir pada Company Profil

5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian Perusahaan :

a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :
Nomor : C-04550 HT.01.01.TH.2005, Tanggal 22 Pebruari 2005
(Terlampir pada Company Profil)

b. Nomor dan Tanggal Perubahan Akte Terakhir :

Nomor : 177 Tanggal 22 Desember 2004
(Terlampir pada Company Profil)
C. Lokasi:
a. Jenis lzin . Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) Eksplorasi
b. Bahan Galian: Bahan Industri Semen
(Batugamping, Clay dan Bahan pendukung lainnya)
c. Luas : 10.000 Hektar
d. Lokasi : Nagari Muarokiawai & Rabijonggor
Kecamatan Gunung Tuleh

' Kabupaten Pasaman Barat
/@v{ 42 6 ; Propinsi Sumatera Barat

. Mwiiti prosyRrnss. @pp

4




“

e. Lampiran Permohonan :
a. Peta Lokasi permohonan KP
b. Akte Pendirian Perusahaan

Demikian permohonan ini kami ajukan apabila ternyata keterangan tersebut di atas tidak
sesuai sebagai mana mestinya, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

~——Soeherman
Direktur

Tembusan :

Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop Sumatera Barat di Padang
Camat Gunung Tuleh di Simpang Tiga Alin

Walinagari Muarokiawai di Kampung Alang.

Walinagari Rabijonggor di Paraman Ampalu

b b ol e



Lampiran : Daftar Koordinat Batas Wilayah Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Lokasi,
Propinsi :  Sumatera Barat
Kabupaten :  Pasaman Barat
Kecamatan :  Gunung Tuleh
Nagari :  Muarokiawai dan Rabijonggor
Bahan Galian Bahan Industri Semen
(Batugamping, Clay dan Bahan pendukung lainnya)
Luas : 10.000 Hektar
Spesifikasi Proyeksi Langitude/Latitude (WGS84)
Penjelasan Batas wilayah/Koordinat :
PATOK BUILE { BT ) EINTANG (1L KET.
(.>.7) ..7)
1 99° 41° 00.00” 00° 18’ 22.00”
2 99° 44° 20.00” 00° 18> 22.00”
3 99° 44° 20.00” 00°17° 10.50”
4 99° 45° 00.00” 00° 17° 10.50”
5 99° 45 00.00” 00° 16’ 00.00”
6 99° 46’ 00.00” 00° 16” 00.00™
7 99° 46’ 00.00™ 00° 15° 00.00”
8 99° 47° 00.00” 00° 15’ 00.00”
9 99° 47° 00.00” 00° 14° 00.00”
10 99° 49’ 48.00” 00° 14° 00.00”
11 99° 49’ 48.00” 00° 11° 00.00”
12 99° 46° 28.00” 00° 11° 00.00”
13 99° 46’ 28.00” 00°13° 26.15”
14 99° 44’ 33.00” 00°13° 26.15”
15 99° 44° 33.00” 00° 13° 54.00”
16 99° 42 35.00” 00° 13° 54.00”
17 99° 42° 35.00” 00° 14° 34.00”
18 99° 41° 40.00” 00° 14’ 34.00”
19 99° 41° 40.00” 00° 15° 44.30”
20 99° 41° 00.00” 00° 15° 44.30”
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PETA PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL E R
Bahan Galian - : Propinsi . Sumatera Barat
BRUIGAMPING Kabupaten : Pasaman Barat
Tahapan . lzin Eksplorasi Kecamatan : Gunung Tuleh
Nagari . Muarokiawai dan Rabijonggor

( Koordinat Batas Permohonan terlampir ) ’ Luas + 10.000 I‘
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SOEHENDRO GAUTAMA, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

AKTA

PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL

TANGGAL 28 DESEMBER 2004
NOMOR 177.-

TURUNAN

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOKANO. 1 - 2
TELP. 62-778-454222 (Hunting) FAX. 62-778- 454678
E-Mail : shendro@indosat.net.id
BATAM - INDONESIA
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U AKTA PENDIRIAN
-PERSEROAN TERBATAS

_ PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL
‘ﬁghari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu empat —-------meeeeeev
(28-12-2004),
pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), --——--——-eeeeeev -
- hadir dihadapan saya, SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, notaris di Batam, ---

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada -—-

bagian akhir akta ini : P -
" [1. Tuan SOEHERMAN TAN V\{;’Bi\?é!hmdlffampuﬁqgugrai,\ ada tanggal enam belas

- Juni seribu sembllan [atus pmpat puluh satu (16-06- 1941);,sw ta, bertempat tinggal
b A
- di Batam, Jalan Teuky Umar Nomor 1 2 Rukun Tetapgqga Q01 Rukun Warga 001, -

. r- \\
- Kelurahan/Desa z:LbeUk BaJa Kota pe[rﬁgang KartuxTanda Pe duduk Seumur Hidup
’\\‘ I
- tertanggal dua{’belas Juni dua nbu em %&;&2—06-2004) ﬁ‘.

—'.11“1

-- Nomor 52.08. 048 16. 06 41. 34894 yang di We]uarkan oleh Camat L}Jbuk Baja, Warga

' : fCi’h‘ fk‘; /"." ".
— Negara lndonesna ,,,‘\ e "j;" L £
\( ' ‘ m ""al A—) / Q;r

. 2. Nyonya HELLEN SURYf\Nl Iahlr dl Subang pada tangggl sepuluh September -------
) ".‘ - seribu sembllan ratus empat quuh tlga (10 09- J§43) swasta bertempat tinggal di ----

~- Batam, Jalan Teuku Umar NomoLJZ RukUn Tetangga 002 Rukun Warga 004, ---—-
, -- Kelurahan/Desa Kampung Pelita, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup -
. - tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu tiga (30-08-2003),
- Nomor 52.08.049.50.09.43.14126, yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Baja, Warga

-- Negara Indonesia,
3. Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dug —----—---
- Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat --
- tinggal di Batam, Komplek Bumi Indah Blok | Nomor 35, Rukun Tetangga 002, Rukun
-- Warga 002, Kelurahan/Desa Lubuk Baja Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk —--

- tertanggal sembilan Pebruari dua riby empat (09-02-2004),

-- Nomor 52.08.048.22.02.66.25253, yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Baja, Warga
\-».




HERDRD SANITANA, 511

HOT-EIS pATAR,

-- dan untung-rugi pihak lain. e
b. menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi :

= (i) pertambangan batubara, pengalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan -----

-- — briket batubara;
-- (ii) pertambangan timah dan logam yang tidak mengandung bijih besi, emas dan perak -

-- - seperti pertambangan bijih timah, bauksit, tambaga, nikel, mangan, termasuk —----—

-- - kegiatan pembersihan dan pemurnian;

-(iif) pertambangan pasir, pasir besi dan bijih besi termasuk kegiatan pemurnian dan --—--

-- -— meninggikan kadar konsentrat:

-(iv) pertambangan nikel;

e
- (v) pertambangan emas: o ;:5' e, ey
o0 g -~ ‘~\\.",c‘ Ar\‘
—(vi) pertambangan perak*—' s » »»»i.; X\
5‘9 i N NEZS \\.

¢. menjalankan usaha usapa leldang jasa dlantaranyf T

~ (i) jasa agen propéFty )iang me}ﬁbér\lkan thsf mformaSI dan penj ‘”ifélan di bidang —-—-

—-- property serta eglatan usaha,‘ rkal ",f : "i

=
—(ii) jasa konsultasi bldang manajemen opegasn dan pemehharaan ’kawasan property, ------

. -’z‘"
~%

-—- real estate dan mdustn beserta sarana danf Erasarana fisik lnfrastruktur wilayah; -—---—-

-(iii) jasa konsultasi bldang ars:tek desugn dan mtenor antara Ialn keglatan teknik arsitek, -
..z;;r"

) - ’J

- grafik dan interior, landscape puuldmg, dan_lain- Iam ;

1 n’,

(% .
-(iv) jasa konsultasi bidang konstruksx/slgll gmesm (mekamk) hstnk dan elektronik;---------—-

--(v) jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan -

—-- usaha terkait;

-(vi) jasa penyelengaraan usaha teknik, teknik engineering, serta manajemen dan -

- administrasi engineering;
(vii) jasa penyewaan mesin dan peralatan dan sarana penunjang perusahaan konstruksi: -
(viii) jasa persewaan dan sewa belj kendaraan bermotor serta kegiatan terkait lainnya; ----
-(ix) jasa binatu/laundry, penjahitan pakaian (taylor), perancangan busana (rumah —-eeeeo-
- mode), konsultasi di bidang konveksi, garment, konsultasi di bidang pertekstilan; ------

-(x) jasa kebersihan mencakup cleaning service dan limbah cair, konsultasi penjernihan —-

-—-—- dan pengolahan air bersih dan limbah;

ey

TR 3
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NOTELsS BATATS (ii) petemakan perikanan darat/laut termasuk budidaya pertambakan, pengolahand\__*j:

--- -- pengawetan;

g. menyelenggarakan usaha-usaha dibidang transportasi,

--yang menggunakan angkutan truk, bis, sedan dan angkutan darat lainnya, angkutan ----

-- dengan saluran pipa serta usaha ekspedisi dan pergudangan.
h. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang percetakan, -

-- memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penerbitan buku-buku, penjilidan, offset, -—--

-- sablon serta desain dan cetak grafis.

i. menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi :

- (i) keglatan perawatan, pemehharaan -perbalkan :(maintenance) dan pengecatan -----—

TN
-- - kendaraan bermotor, berbaga( jems ﬁesm‘daﬁalaf alat berat;

,/ s s T é;}f \\\
. (i) mendirikan showroom mobll dan motor termasuk penyednaan penjualan dan -
3 .,(?
-- -- pemasangan aksesoqes kent\jaraan ser,ta berbagal mgcam Quku cadang kendaraan; -
l wh / \
-(iif) menjalankan usaha‘penyedlaandan pe ualan uku cadang rngsm an alat-alat -------
h (5 ! - X ‘ 3 _‘ "&? i _,.r' '/1 ;' ‘(’
-- - berat; - il ’_’_‘ bl :
I 1 P = C )
" Y -:-‘-—_______M‘O'D A L‘:}; ' -"‘ ® 7
f \ A "‘N?«, {,“‘ . ’( % 'J

A & ,
= PASAL 45— 7

P 5\
" o K= " ’f«-.ir‘w,'; 3

1. Modal dasar perseroap ber;umlah Rp 2.000,000. 000, 00 (dua mlllaf(rup/ah) terbagi ------

- atas 2.000 (dua ribu) saham masmg masing.saham” bemrlal nomlnal sebesar ----------—-
~ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rup/ah) i 5% ffj L

. 2. Dari modal dasar tersebut telah dltempatl:aﬁr:;;h para pendiri, yaitu :
‘ -- a. penghadap tuan SOEHERMAN TANUWIRA, sebanyak

-~ - 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal

- -- seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah................ Rp. 250.000.000,00-
—~ b. penghadap nyonya HELLEN SURYANI, sebanyak 245

- -- (dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai

- -- nominal seluruhnya sebesar dua ratus empat puluh
= = M@ jUta TUPIah...............oooooseomoiroo Rp. 245.000.000,00-
== C. penghadap tuan HARYONO TANUWIRA, sebanyak 5 :

- - (lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

'\ S
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Ta. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka --— :

yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka —---
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu

sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham -—-

tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang —--

saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -

Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan

kepada semua keputusan yang dlambu dengan sah_dalam Rapat Umum Pemegang -—--

£
Saham serta peraturan perundang undq.gan -yang ‘berf'a(ku

7. Perseroan mempunya: sedJkltnya 2 (dua) pemegang saha ’3’ "‘“

i ,"ﬁ il g Y 5,3’ ‘3:\
: SURAT SAHAM - e
w 4 :‘ WO\ Sy 1N /] \ e i
¢/ Q 3 / o0 & I\
T TS ) o3
s | s "3

1. Perseroan dapatfmengeluarkan surat sat;a

._—.,-}' .
N~ -~

2. Apabila dlkeluarkan surat saham;’ maka u,ptukilap‘ éaham dlben’sehelal surat saham. -
i
3. Surat Kolektif saham dapat dlkeluarkan‘isebagal buku pemlllkaq 2 (dua) atau lebih --—--

‘.-!74L

. "““ et '-’

.¢'
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. .q{ . /'
- Y

&

/

& ; ‘
- a. Nama dan alamat pemegang saham - ‘;;},;

- b. Nompr surat saham;

- ¢. Tanggal pengeluaran surat saham;

-- d. Nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

-- a. Nama dan alamat pemegang saham;

-- b. Nomor surat kolektif saham;

- ¢. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

-- d. Nilai nominal saham;

-- €. Jumlah saham;

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan salah -

\ 7
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- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. e o

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi

dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta -

tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan --

surat kepada Direksi perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan - ,

kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang ---

saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksiberkewajiban untuk menylmpan danmemehhara Daftar Pemegang Saham dan

> ‘\19 s .:\\‘-
Daftar Khusus sebalk-balknyﬁ ”. :w Q_%{w— —f{ \'d = y g =
S -

<~€ ::H

6. Setiap pemegang saham‘be[hak melihat Daftar Pemegang"Saham dan Daftar Khusus -
pada waktu jam keqq;Kagtor ;;erie{oan = ,":’, "" “}
i S I\

163/ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM £ IR

o] R e e

: {

T 5 === I
1. Pemindahan hak atas seham harus Qegdﬁar?? akta pemmdapau hak yang -—--—---------

dltandatangam oleh y ng memmdahkan da nyang menenma pemLanhan atau wakil -------

"’w;.,v' “ak g
8N Moy i 0 x4
mereka yang sah. x,;‘. @ Sl _ ‘:\«/
DS (,“ ke '.' _f

2. Akta pemindahan hak sebagalmana dlmaksud dalamz axat “1 atau salinannya ----------- -
g o BV
disampaikan secara tertulis kepada perseroan f, =
% —=

3. Pemindahan hak atas saham hanya d:perkenankan dengan persetujuan Rapat Umum -

Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan -
permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan atau menolak -----------

permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling -----

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat

Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan —------

dianggap disetujui.

\ 5



UENDRG SAUTATAA, 1 Wegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
MOTATIS A5 _ _ ‘
i 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ----------

Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -------—--—

Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan —-----—

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam -
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) han sejak ter]adlnya lowongan tersebut harus -—

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuii Jpengangkat Direksi baru dan ----

’ untuk sementara perseroan' d;urus oleh Komisaris. = ‘f’i, \ -
P N
7. Seorang anggota DlrekSl berha«k‘ mengundurl;an diri gan {abatannya dengan -----------—---
i \\ L J‘

2y \
memberitahukan se ara't ftulis en enal aksudn atersebut ke da erseroan ----------
ic ? 21 g m; ﬁgu P%m {’
sekurangnya 30 (tlga pulqh) hari sebe]umr a%;al pengunduran dlnnya

Bvapty

e

t
= I

8. Jabatan anggotangreks\l berakh]r:épgblla 7 f, - (. - ?
B, TR o
— a. kehilangan kewargapegaraan- Lndone la"—ﬁ S —
g g"g g ‘ ,"ilf \‘_)_ h.,» o"_”':‘sﬁf
- b mengundurkan dm §gsual dengan ketentuan ayat 7, ‘%’::'

- ¢. tidak lagi memenuhi persyarata}an p%rundang,undanggn yang “berlakuy; -
-s\\‘.r:, ;.5 Qo: 5:5 ._"_,/

-- d. meninggal dunia; R
‘ - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -—----——---- -
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan ---

Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi waijib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab --—----------—

menjalenkan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -------

berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

s 1
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mkuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur daiam suratf &

kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum -

Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat --

dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan

pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi --—-
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -—-

kepentingan seluruh anggoté Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh ------——-

Komisaris. =
RAHTPAT DIREKSI \
/;/,:";\\ ~ j > N,
A Pasal 12. N2 _\"

1. Rapat Direksi dapat dxgdakan setlap waktu bjlamana dipandang pedu oleh seorang -----
4 \ A

atau lebih anggota Qir&ks; atau atas permm L& tertuhs dari seor: ngﬁtau lebih anggota --
\ XA .., Y

1i{s¢ y f e egang Saham atau Ieblh yang -------—--

-.3/
bersama-sama mewg\kuh 1(1 0 (satu per sepulunz baglan' dan Juml?h seluruh saham --------
y;? j:'F: "t\ 7. / r‘
den an hak . -
gan suara ya g iir\ %ﬁ oA Q:, 7

2. Panggilan Rapat DlrekS| dllakukan oleh anggota Direksi yang bel:gak mewakili Direksi --

gl ¢ 5
menurut ketentuan pasal 11~anggaran dasar ini. -—= g,?\" M
'¢ .’.3 ’; ;‘q "w- '/

3. Panggilan Rapat Direksi harus dlsampalkan dengan strat 1 tercatat atau dengan surat -

yang disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat ----

tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha ---

perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak

disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---

keputusan yang sah dan mengikat.

\\
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I KOMISARIS

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari

seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden

Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Wargé Negara Indonesia, yang

memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -—
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu -

5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk -

memberhentikan mereka sewaktu- wak’u,. m“\ =

S @R A% &
4. Anggota Komisaris dapa }lberl Qajl dg_n/atau tunjangaén zsng\lumlahnya ditentukan -----

oleh Rapat Umum PemeganQISaham \‘.’i, > %

/&“’

N\ %
5. Apabila oleh sesu?tu.sebab Jatza{an anggota Komlsans lowong, ma\ka dalam jangka ----

waktu 30 (tiga pquhj’Eﬁn setelah; teqadlnyé:l%wo g@tk,harqs dlse]e%‘garakan Rapat ------
Ny o o4 BB }* ,,,-/,,
Umum Pemegang ?aham untuk rpengls arytu dengan memperhntlkan ketentuan -

ity
= 5 & m \~»——! /

ayat 2 Pasal ini. 1 B 22 *@‘7.’/ ;* !f
6. Seorang anggota omlsans berhak meng &t))wdurkan dln dari jabatan ya dengan —----—-—

/" ~ #/,

W2 wrere, P2
memberitahukan secara, tertuhs mengena: maksud tersebut keg{gda /perseroan mmmmmeeeen

sekurangnya 30 (tiga puluh) han segelum tanggal. pengundﬁ“’ran dlnnya
} » '{ C"'l %

7. Jabatan Anggota Komisaris berakhlr\p_‘abtla“ :;fo

P e

¥ \:',-

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -
TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan ------

perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja -

Pl 15




diberikan kepada Pres:den Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini -

beraku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS
Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang ---
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota -—
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak --—-

suara yang sah. —
2. Panggilan Rapat Komlsans di é;algglf n olehP:eslgen:f(omlsans

~Y \'\

3. Panggilan Rapat Komlsgnsdjsampalkan kepada setlap‘aggpta &)mlsans secara -—-—-
langsung, maupun d ngqg ?urat ter‘ca\tat dengan mendap?t tandg tenm\a yang layak, ------
sekurangnya 14 ( emlpgt belas hfn sebelu%tdladakan dengz{q?tldak
memperhitungkan tfngga{ panggllandanf gah apat ; “
4. Panggilan rapat |tu harus mencatumkan‘aqaf?‘ nggal, waktu, dan tempat rapat. -----—-
5. Rapat Komisaris dle\dajséan dltempat kedu@[éﬁerseroan atau ten)/pat kegiatan usaha

2
N e e ‘2»‘

Perseroan. ST~ RS /. =

Apabila semua Anggota Komlsaﬁs r%adlr -atau dlwak}lL panggllan terieblh dahulu tersebut -

g 2 &y T
tidak disyaratkan dan Rapat Komlsans -dapat dladak J;,dl manapun juga dan berhak --—---

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka

Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris

yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat komisaris hanya oleh seorang --

anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya --

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili -

dalam rapat.
\
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10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenangyahg—-— g
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dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 -

(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----------------

diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahupan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 --—-

-- Anggaran Dasar ini. R ==C
»f/ oy & f«a g5 i

b. Rapat Umum Pemegang }ahar@ amnya selanjutnya c{alam Agggaran Dasar disebut ---
-~ Rapat Umum Pemegang*S,at;am luar biasa yaitu Rapat Umum Remegang Saham yang

"l.

-- diadakan sewaktu- )Nélgtg/berdafa\rk?n kclatiututlan ;,f N, \:::} P:\\
2. Istilah Rapat UmU/T} Pe[negantg\S\aham dalam ar)_ggaran Dasan\lq[l)erartl keduanya, ----
yaitu Rapat Umum Pemegang Sarl?yarﬁugao,darl Rapat Umum Pemegiang Saham luar -

biasa, kecuali dengan teng dinyatakan: lam}:fé‘, > !' - ’,
"‘\;\“ RAPAT UMl{Mi{EJMEGf\NG SAHAM TAQUNAN oo

\& A Pasal 1, - — ; =7

1. Rapat Umum Pemegang Sah?m tat}gunan dlselenggarakan Uap "tahun, paling lambat 6 -

r"‘ﬂ

ﬂ/n"'

3
(enam) bulan setelah tahun buku’ Persewan dltutup .=

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba

- rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk

- mendapat pengesahan rapat.
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil
-- yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang akan --
-- datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian

- masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan --—--

- untuk mendapatkan persetujuan rapat.

¢. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

T 19
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————— TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ~---zemss 0
Pasal 20. -

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ---------

ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang ----
harus dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal -
yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari ------
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --—---
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, ---
tempat dan acara rapat, dengan dnsenau pemberitahuan_ bahwa bahan yang akan --------—---
dibicarakan dalam rapat tersedna\&&’éﬁtotpemekgégﬁnutg\ujau hari dilakukan ---------------
pemanggilan sampai denganJanggal rapat diadakan. = g fi; -

Panggilan Rapat UmumLE,emegang :Saham ,tahunan haru)sl{)ula {Penfantumkan bahwa ----

l“'\

laporan tahunan sebagfaﬁl;ana dlmaksudkaggalam'gas JG ayat,2 ial; tersedia di —-—-
i =

kantor perseroan. fi ,

Sl 4 ms“ 53*"'
.;\-.; 2 kd-'-_f’,;’ ! ;

SEA T dves

4. Apabila semua pemegan sahant’ denga& al(‘ uara-yang sah padlr atau diwakili dalam .

rapat, maka pemanggllan xerieblh dahulu s‘%’bagalmana dlmaksud galaw ayat 3 tidak ---—----

\;P kY v’f 4.114.:)7*'\«—' -‘;;;

menjadi syarat dan dalam rapat atu dapat diambil keputusilp yang sa}1 serta mengikat ------

mengenai hal yang akan dlblcarakag sedangkan Rggat ‘Umum /}’emegang Saham dapat =
\

diselenggarakan dimanapun juga dalam‘iwulq_yah Repﬁbhk‘lndonesna
PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21.

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang

Saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau --—-- -
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -
Rapat dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan -
karena sebab apapun, hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat --—----
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal mana semua anggota ----------

Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak peru ----- -

e 21




surat kuasa. e TG

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham ———

diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ---

(satu) suara.
3. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku -

kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak -

dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lam jcam hsan»kecuah apabila ketua rapat -------—------- .
menentukan lain tanpa ada k /ebe\rign. /_u pemegang.salp%/\a\ng hadir dalam rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tldak‘ada dan Kdak dihitung dalam ---

/a ,,%» e ‘ N ,-? w\
menentukan jumlah §ua[ ﬁ;yang dlkeluarkarl daéam rapatil
i, \‘\

8. Semua keputusag gfan}bll berdg\arkgn gggyayafah ‘un /tuk mdfgkat

s 3

Dalam hal keputus?n berdasarkan mu ga,w ra pntuktmufakat ndak terc;apal maka ---------

-\.’ 4

keputusan diambil de\ngar\ pemungutan sua”{a tuda§arkan suara /te;banyak dari jumlah -
\
suara yang dlkeluarkan g?:’gan sah dalam ra ?t kecuall ‘apabila’ gala?fanggaran dasar -

T
l :Hﬂ eJ-

ini ditentukan lain. \ %} ?, ~7
Apabila jumlah suara yang setUJu dan tidak. setu;usam%;ganyaknya maka usul ditolak. ---

9. Pemegang saham dapat j Juga menga{nbll keputugan yang g sah tanpa mengadakan ------
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -—-----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan -----------
men'genai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
PENGGUNAAN LABA
Pasal 23.
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan -

perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,

—




y/ PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang -

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan —--———

keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -—

dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam -—

bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran/gsaryang menyangkut pengubahan nama, maksud

v-:'il‘

dan tujuan, kegiatan usaha, Jangkwaktu’berdlrlnya per%eroan{ besamya modal dasar, —-
pengurangan modal yang gltempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan -----
-3

,

tertutup menjadi perspro,an terbulia atau sebahknya WaJlb mendapat }x\a\rsetu;uan dari -—-

""‘. 4 o\ i W
Menteri Kehakiman %F}ak Asa{kanus%epublk jEOHESla T s?, v
R 3 & -J' s {

\......

3. Pengubahan An%garani Dasar selau‘; 3ngéy yangkut hal hal yang tei[sebut dalam ---—-

“_-—:(

ayat 2 pasal ini cukup duaporkan kepada gtq/ g_haklman dan }-Iak Asasn Manusia -----
Republik Indonesia dalamz,waktu selambatn);;k'm (empal belas), hg: te;;hltung sejak -——-—

keputusan Rapat Umum; g:megang Saham: féﬁtgng penybahgq tersebut serta -------———-
didaftarkan dalam Wajib Daftar;is a&:sahaan.___.“ g}f(‘ /’

§ s ¥R
Iam~ayat‘15_orum yang ditentukan tidak ----—-—-

4. Apabila dalam Rapat yang dlmaksu, da

tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -
setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara -
yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak

termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara

terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada --
semua kreditor perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian =--------

berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan --------

perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan -
B 25




/ A
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pahng 1ambat 30 -

(tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan ------

sepenuhnya kepada para likuidator.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak -atau belum bukup di atur dalam Anggaran Dasar ini, maka -

Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan
- Selanjutnya, para penghadap Qgrt pdak%lamkeduduI(a;‘r‘j;/a.\sebagalmana tersebut -----

diatas menerangkan bahw@ S — \\\\

[. Menyimpang dari keten}“an dalam pasal ]0 dan pasal./1 3 Anggaran Dasar ini mengenai
; o / t \ W . f

tata cara pengan katan*a ota}Dnreksu dan lsans 'telah dlan atsebagal
p g g (.3 gg {\\\3,4 @ g&

DIREKTUR — ; ek penghadaptg n SOEPERMAN TANUWIRA; ————eeee

l ke

e |
PRESDIEN KOMISARIS T penghadagnyonwaLLEN SURY?NI 7

KOMISARIS -—-—-— 7, \penghadap f&v };-]ARYONOTANU IRA; /
1

A&Q!z‘zﬁﬁp‘) #

- Pengangkatan anggota‘D;h J’(Sl dan Komlsans ‘tersebut telah g;ve /gla oleh masing- -------

\
masing yang bersangkuta;‘dan hargs‘dlsahkanﬁalam %apabU;num Pemegang Saham --

PN
a PendmanJm-mendapat pengesahan dari Menteri

yang pertama kali diadakan setelah

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Il. Penghadap tuan SOEHERMAN TANUWIRA dan nyonya EVINA Sarjana Hukum,
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Batam, serta

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan -
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini -
dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---------
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----

\ -




:lah dicocol
irat aslinva,

otaris di
kembalik

staris

/""“\

/ th'\fs
VS

=
mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI,

dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian ---

awal akta ini dengan dihadiri oleh :
1. nyonya ANISOPTERA Sarjana Hukum, lahir di Pagatan/Sampit, pada tanggal dua -
— belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-08-1971), Warga Negara -—---

— Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, Komplek Eden Park --

2 tuan NINO HARNANTHARA Sarjana Hukum, lahir di Probolinggo, pada tanggal dua --

- April seribu sembilan ratus tujuh p _,gltib,mjuhé2 04—1977) Warga Negara Indonesia, -

-- Karyawan Kantor Notaris, ber&:gpat‘tmgga L% AﬁaloTPersero Rukun Tetangga -

-- 002, Rukun Warga 091 4 Kejurahan/Desa Pangkalan Petal f’ e
sebagai saksi-saksi. ,"/j%;“/" ! e \j s
i fawx ’{\\\\ . _;‘ A 1f5 N u“ \\\‘

- Segera, setelah algt;a ml fdlbacakan oleh sayaﬁotans kepada parq,ppnghadap dan ------

“' —~3 40

saksi-saksi, maka dI‘tandatangamlah _akta’lm ngh ara penghadap terse?ut saksi-saksi ---

m‘,

- Blok L r'}lomor 07, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Nongsa, -—-

dan saya, notaris. = i\ A -~ ,R%‘;%"(, : & '.'?
AR i

- Dibuat dengan dua"garyan tanpa: ‘tambgna.%jan'tanpa coretan i
jakin S

St .
omor : 389/?0/Nm72 007. | f A AlTURFUw,
; 8 < 3% g w'::

‘fengesahkan fo:: '

ARTALENA, Sarjan:

rhiak  jeeemme e P
dang, 0% Juni 2007, ======-

- Minuta akta ini telah dltandatanganl dengan‘sempuma ?’ /
/ . 4 /

ana kemudrar

\%r\t\) di Paddng
VR

H
BLACK GOLD INTERNASIONAL
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tentang pengurangan modal tersebut. -
e PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka -
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ------
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang —-
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -

yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara --—---

yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam.2-(dua) surau(g ar harian mengenai rencana --—----

"\
penggabungan, peleburan dan e@ambﬁlhan persemg;h naling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum pemangglla ’fgpatUmum Pemegang Saham “” \\
w

/PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI \&
!/ Qf" / \\ \ s ,A///}) \ L5 u
I \" ’\ ". Lg ’. s /

i e R =2 e AR
1. Dengan mengmq‘ahkaq ketentuan p ra Peryndang Undangan ya?g berlaku maka -

\..-»

W=

pembubaran perseroan hinya dapat dllakukadfg?e;&dasarkan kepu}usan Rapat Umum -----

Pemegang Saham y g qdln oleh pemeg@gssaham yang me\g}kll;palmg sedikit 3/4 -
< ’*y ST g TS

(tlga per empat) dari Jurr\lg\lvsgluruh saham’ dengan hak s jra.y(qng ah dan disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga per em%n jumlah_suara angbah yang dikeluarkan dalam -—

ot

rapat. \1. p—
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat -

Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan ---------

Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. --

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau -

penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam -
Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat --—

kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan ----—-
T 26
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2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara -a--‘-'?—"'-"-----

penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -

undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -—------—
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ------ .

perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai divi erLyang }Qak dlambll dalam waktu 5 (lima) tahun ----
setelah disediakan untuk dlbaygggg @masukkan keﬁia 9m dana cadangan yang khusus

di peruntukkan untuk ItU./ %;w - ‘i{‘i ,‘
1 a4
Dividen dalam dana adgggan khuius terse,but dapat dlambll o[gh pemegang saham -
g

erseput yang. da;?éfjdltg r% leh Dweksn perseroar}

_,.—-J

Dividen yang tidak dlambll setelah lewaty ak;qf%eggt menjadi rr)!hk pegseroan ------------
\
S PENGGUNAAN I'DANA CADANGAN

é ” ~,_' K7a J.[m.!-_:_}‘" N4 /

\ r '\ \~ Paglai‘fz’z" ?, ;
1. Bagian dari laba yang dlsedLakanuntuk -dana cadangap dlt /)ukan oleh Rapat Umum --

yang berhak sebeluTéew?tnya Jaqg\kg'wakt { mag tahlio'dengqn menYampalkan bukti -

haknya atas divide

Pemegang Saham dengan menglndahlgao %eraturar),perundang -undangan yang beraku.-
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang —--——
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan. -—----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari -----
modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat ------------

memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana --

ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh -

laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan ---------

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yangdnpmh oleh (rd__arh -

o
ot

dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --------
Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua

Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh --

dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham ---
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. ---------
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila —-

Berita Acara Rapat dibuat dalam bg;rgtfk,akta’notansm\\
KORUQ/L HA?SUARﬁDAN"KEPUTUSAN

a-?

N N\
A N 22N
e;“,v Pasal 22. FQ‘:‘;’-{}\?\
1. a. Rapat Umum Pemegar)g Sapam dapat,dxlgngsungggp apabﬂa dlnadm oleh —~———
/! .

-- -- pemegang sahaﬁwg\{sgng mewa@ 100% (s%{tus persen) dan‘ ugilah seluruh saham --
- - dengan hak suix‘ra yang sah y;ng‘géléh‘djkgju?ﬁ(an péiseroan kecu?h apabila ----------

dalam {\nggaran Dgsar{mﬁé 2 S ."' = ‘,"l

- b. Dalam hal korum,s ‘Qagalmana\dlmaksu%.galam ayat 1a tldagergapal maka dapat -

g s T‘n—)"';‘ o P

e SV B

-- — ditentukan lain

Ve, l“w s

|- dladakan pemanggllqn Epakedua e \/, v,

/ -

-C. Pemanggllan sebagalmana?)a@ dimaksud.dalam” %’gt 1 b: harus dilakukan paling -—
-- - lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapanLelerc{@g_;glganqtldak termasuk tanggal panggilan

-- - dan tanggal rapat.
— d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----

- - (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
-- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ---

-- -- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

-- - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan --------

— — korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ----

-- - kedudukan perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan ----
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d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak menQ’U}éﬁgi ketentuan

-- dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan Perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -—--
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ----
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----—----

perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak --——---
memanggll sendiri Rapat Umum Pe }ggangiSaham_tahunan atas biaya perseroan setelah

mendapat izin dari Ketua Peggagllgp Né?myang daerah E\gu; umnya meliputi tempat -——---

_4/_.» . fj \\

kedudukan perseroan. ,? e NP
RAPAT*UMUI\{I PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ~——
{/ &S :.\{:--:{_\,\\ ‘3(’\."\ 192 LB\ if Y |

f C’fj { ;&l‘_\:‘ Xy, */7 ' "\ \x‘\
1. Direksi atau Konllsans iberwenangm gyg%gg rakan Rapat Umum ﬁgmegang Saham

..:4

luar biasa. “;\ =\ 7(/ e ; - .;
2. Direksi atau Komis n.;wapb memanggil dag;menyelenggarakansapat Umum -
\t Pl
Pemegang Saham luar’ |a§a &atas permlntaan tertulls dan i (sat‘) gemegang saham atau
¥y e
lebih yang bersama-sama mq,wakuélﬁo (satupets Cgug& bag;an dari jumlah seluruh --—--

saham dengan hak suara yang sah*w-iigi_ ==

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-

hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga —--
puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang -----
bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin

dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---——--

perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan -—---—---

penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.
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[9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarahuntuk mu jkat -
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapal maka A
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --—
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -—-

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris -

yang akan menentukan.
11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -
— - tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. ------
— b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
--- -- tandatangan, sedangkan pinlgpgutan suara.m\ggrlal hal-hal lain dilakukan --——-—-
- -~ dengan lisan, kecuali ke v ggp‘?menentukan Iaxnpngwa keberatan dari yang ---

/ t')\c ,,/

— - hadir. /{w,/ ’ ~ F&r \:\»,\

--- . Suara blanko d?n 34@ yan\g\t\nc\j\ak sab dlgnggap tld7k dlkel_uarka\n secara sah dan --
---.-- dianggap t|dakf(ada33frta tlda\k\dlhl _un :"Ezgeniukan junuah suara yang ---------
— - dikeluarkan. 4. , - ;_‘g g = ; f’; ,

12. Komisaris dapat; kuga r{lengambil Keput a:wangjah tanpa n)eggadakan Rapat ---—--
Komisaris, dengan keterlggan semia anggota* omlsans ‘telah dlbstntahu secara tertulis -—

WL:)

"|dan semua anggota Komnsgns membenkan pe{setUJuan meng%{gi/sul yang diajukan -----

secara tertulis serta menandatanngjl persetu;uan,tersetzgf 7

b

Keputusan yang diambil dengan cara: Lmlklanqme@punyal kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.
TAHUN BUKU
Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutdp.
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan -
ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima (31-12-2005). -—---------------

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi --—------

menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ------—--
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N Sl
QD Pl

r.
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua e

pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala -

hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih -

anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan —---—----

Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus dlbentahukan @ada yang bersangkutan, disertai
= a3 ?M«’A% RN

alasannya. ,‘\3}3 el ‘,@ \\

6. Dalam jangka waktu 30 (tlga puluh) hari sesudah pember@g}lan §{ementara itu, —-------

“f P
Komisaris diwajibkan unt J menyelsnggaral;an Rapat Un)pm Pemegang Saham, yang -—-
/
akan memutuskan g| gka? anggo@ Duejsuagg peEangkutan akag(i_glbgrhentxkan --------

\\.‘

seterusnya atau di emba{nkan kepada egqgu agjya semula sedangkan anggota Direksi

-,.-—_,

]
yang diberhentikan $\emen{ara itu dlben‘kgsemg%gmmtuk hadir guna membela diri. --—----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ml dlpjrgﬁm 6leh Eresnden Kgplsans dan apabila ia -

N Sew,
tidak hadir, oleh salah segrgrlg aqggota Kom;sans lamnya gan@palzya tidak ada -—-—--—--
seorangpun anggota Komlsaqs yana\hadlr .maka. rap_(at glpumpp,oleh salah seorang yang
k >

J

8 6
dipilih oleh dan dari antara merekayang“habdlr* g”.‘,r atl

s
\Amnm&r‘

Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga -
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu -—-

menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya -

semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ------------

mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan ---

untuk mengurus perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada --

seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
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hadir atau berhalangan hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak ketlga maka Rapat

Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -

Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota -—---- -

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. .
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila --—-
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --——
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat tidak tercapai maka -----—-
keputusan dlambll dengan Egm n%tan*gl?ara berdaé%rkgn sugcs setuju paling sedikit --——-
lebih dari 1/2 (satu per dd "dap,jumlah suara yang sah yang\ ‘Lkehﬁrkan dalam rapat. -
10. Apabila suara ya:?,g sgtUJu dan’ Yang tldak s;tu;u be )mbang\rnaka%etua Rapat Direksi

yang akan menentulgaé, ( r~ ;:1\\ Tﬁ e ///),1 \ “‘ \1
t\\\..r-.“ 7 { t&‘
11.a. Setiap anggo Dlre|kSI yanghadl?bé geIuarﬁan 1 satu) s.il;ara 1" ; AT

s
\-__ -."J

-— — tambahan 1 ( atu) uara untuks ) ota Direksi lain ya dlfaklhnya ---------
5\ Q, 9,9 i 0g

--- b. Pemungutan sUara Jpengenal d.rn,oran%slakukan dengamsyrat uara tertutup -—-----
\ s/

—-- - tanpa tandatangan< sedangkan pemungutan suara meng{pa;)lal -hal lain dilakukan

- — secara lisan, kecuah ketua Bapat menenmkanial&ganpgfada keberatan dari yang -

IR B
-—- -- hadir. ﬁ“\-»-z.ww

- ¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -

—- -- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --—---

- - dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -------

anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----

serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

\




mserta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepe

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil -

-- uang Perseroan di bank),

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam ------

- maupun di luar negeri,

¢. membeli dan/atau menjual harta tetap atas nama perseroan -selain yang ditetapkan -

- dalam ayat (4) berikut ini-,

haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut -——--------—----

ditandatangani oleh salah seorang Komisaris===

e,
30 7 o
4. Perbuatan hukum untuk }erg&a@kanﬁelepas@&h\aya‘tau\ enjadikan jaminan utang

seluruh atau sebaglan r\bana’kekayaan perseroan dalam §atu ahun buku, baik ---—-
73
ta_ bera\pa transalgsn yang berﬂlj} sendm.ataugun yang berkaitan

satu sama lain -kec dgang d/tetQp\kaﬂ dagﬁit_ 3): flﬂ iC d/eh?szgfarus mendapat -
persetujuan Rapat liJmumi Pemegang?Sé" yan djgad )Jatau diwakili ’)ara pemegang --

> l
saham yang memm@ pallr\g sed|k|t3[4 ﬁx :DE p@t) baglan da Jumlah seluruh saham

dengan hak suara ya g sah dlsetu]u ole P sed1kut,3/4 (tiga’perempat) bagian dari -
sghdsetuigef gl e sy

""h
jumlah seluruh suara yaqg @elu\arkan secarasah dala /api:; ~

5. Perbuatan hukum untuk menga‘JQkan—ataumenJadlka&seb /gal jaminan utang atau --—--
Y 3
melepaskan hak atas harta kekayaan: persgroan sebagalmana dimaksud dalam ayat 4 ----

dalam satu transaksi

wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --------

beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-

dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---—-

— - serta mewakili perseroan.
-b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
— - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -

- - Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --

- -- mewakili perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai --
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7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagalmana,- :
dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunJuk ..._._:-
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan perseroan wajib --—---—

menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam -

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukkan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukkan sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan ---

hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam ----

Anggaran Dasar telah dipenuhi. /g,,:‘

\
10. Mulai hari panggilan Rapat{ nun Pemeganfsvahargfg?pal dengan hari rapat itu, ---

e W RN
pemindahan hak atas saha&‘,ﬁdak dlperkenankan RS

uﬁ'p
11. Apabila karena Wﬁﬂ§ an, perkadélnan ata,u.sgbab sebg? Ialnxgahan\tldak lagi menjadi -
milik Warga Negarq,‘)r&ygqesna ata&ada m/lndoneSIa atau‘fu%"plla seorang ----------

pemegang saham kehllaqgan kewargan dopeSIanya maka djlam jangka waktu
1 (satu) tahun orangéatau adan hukumft fs lbd y\@ubkan untu /rqgnjual atau —-——----—--—
\
memmdahkan hak at s S gm itu kegad ng Warga Negarq,lnd/onesm atau suatu -
x'-is'

badan hukum Indonesxa 2M ryrut ketentuanAnggaran Dasar’.

& o
12. Selama ketentuan tersebutjél m f%at.u.pasal ini L&&uﬁgjaksanakan maka suara --
yang dikeluarkan dalam Rapat Uritim E,_e;rg egang. Sahamﬂntuk saham itu dianggap tidak

sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
DIREKSI
Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau

lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat ---—---

diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia, yang
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----------------
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum --—------

e 10




seorang Komisaris.

MENGGANTI SURAT SAHAM o
Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas permintaan mereka

yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. —---—---------=-
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kemudian dihapuskan dan oleh -—-

Direksi dibuat berita acara dan untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --

berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, -------
Direksi akan mengeluarkan surat sa /m,peng anti-sef @enumt pendapat Direksi -
kehilangan itu cukup dibuktik Q&g;agﬂ? ;Qijamma‘h{lan‘gvd
untuk tiap peristiwa khus! s ? <7 \“\

5 -'ﬁ
4. Setelah pengganti u@sahan}{ersebut dlkeJuarkan/mpka agl;surat\ saham tidak -—--

ndang perlu oleh Direksi —

-y \ ‘*M XS \\ﬁ‘-" W,
berlaku lagi terhadap %Teroan;s\ S5 = =7 A

5. Semua biaya untuk pepgeluaran peng

[ A \ ‘
%r‘a‘g sahal am‘itu dltanggurlg oleh pemegang
saham yang berke entmgan T g%g? ; . 7 |

h\
6 Ketentuan dalam asal i mutatnsmt S, sriaku bagi pe eluaran engganti
n am p g('ln i a&éj be %g }g pengg

\

surat kolektip saham. «\\ * o) T AR /" - //‘
DAFTAR PEMEGANGSAHAM DAN DAFTAR:KHUSUS s

quﬁiws_af": .

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -

di tempat kedudukan perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

— a. Nama dam alamat para pemegang saham;

— b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang ----

— - dimiliki para pemegang saham;

— ¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

— d. Nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak gadai atas -

— - saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

— e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
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Al
l,b\v“ \\ - \
‘\ T"T—'f % -" 7
\ 23‘\ “;“" ‘ )%
[ = lima Juta FUPIN.............ceeeeeeeeeoeeeeeeeeeeee e R‘R\ N5 9 ’Q 0, 00-.?"
-- sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) . HE M o
— saham atau sebesar lima ratus juta rupiah ...............cccccoeeuennnnee Rp. 500.000.000,00-

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan --—----—--
tersebut diatas, atau seluruhnya berjumiah Rp. 500.000.000,00- (/ima ratus juta rupiah)

telah disetor penuh dengan uang tunai kedalam kas perseroan oleh masing-masing

pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluarkan oleh perseroan menurut
keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---——---
Para pemegang saham yang na/egy ,J.ercatatdalam\ aftar Pemegang Saham -------—----
mempunyai hak terlebih dahulu ugglﬁnengambjl%\aglagvatawam yang hendak -
dikeluarkan itu dalam Jangkzg\rﬁktu 14 (empat belas) han‘se al(%;nggal penawaran -—-----
dilakukan dan masing /mas?g pemegang saham berhak f?engambll baglan seimbang ---—--

dengan jumlah sahaim yang mere amll Zp” §Q§lonal)/ b \ifh \}"
i e g7\ |

\\‘\-..

Apabila setelah dilakukan: penawaranle g%%i d% S|sa saham y‘ang belum diambil

s--’

|
bagian maka Direks berhik menawark sﬁa ggam iersebut kepada })emegang saham

.A b . (
ang masih berminat®c-—-=— S 27 o ’
yang AN »,\4@\V,e /(;Q,”,

Apablla setelah lewat Jangkgyaktu 14 (empat’belas) han terhlt Wg y'sejak penawaran -—----
BN .At
kepada pemegang saham tersebwasnh ada.snsasaha:gyang,tldak diambil bagian oleh
N
pemegang saham, Direksi harus meana karyawan perseroan yang -----

berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih -

ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan -----

sisa saham tersebut kepada pihak lain.

SAHAM
Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -——--—----—----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara ----

Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu -

saham.

\ 6
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\ T TS
\\- s i /

- (warung internet) untuk keperluaan masyarakat umum;

-- diantaranya :
- (i) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, -----------

- -- pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya temasuk perencanaan pembangunan, -—--

-- - mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
- (i) pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan -—-----
- - perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung, --

— - perkantoran dan apartment kondomnumdaﬂamsan perbelanjaan —--—--—-—-----—---

g@ Gé -t‘&';; -
'~—~.b é:‘?\'

Y
(iii) pemasangan komponen‘bangunan berat/heavy hftlng,‘kx‘;ruks\\\gedung , jembatan, --

- - (mal dan plaza);

- - jalan, bandara-de aga,,kons(truksn besi.da Qg baja;

Toms ! AN 4Rl e A J \\
(iv) pengembangan gﬁyah pem&uman,.\ e //ﬁ \L%i \‘\
R S S o F -,x__{,,;’/: \ et
(v) pemasangan i talas; -instalasi==x ';;r‘"’ f‘*.“:j'l:;_i"_f—,"_.}i’
nis =S —R\ ==

(vi) Pemborongan bidang elekomunlka& s% a b__nQUnan sar na da({ prasarana -—----
T Py

sog :\ ’ ;
-—janngan telekombmkas ,.- = (i /
’J A \Qr N S/ xg i

e. menjalankan usaha qsahg‘d@dang mdustrl‘dlantaranya(. ,'“‘//

g
— — bermotor, peralatan transmisi telelgomuﬁuka& dag,peralatan teknik dan mekanikal; -

—(ii) industri mesin-mesin, kompresor, katup dan mesin listrik;

(iif) industri pipa dan valves, beton siap pakai (ready mix), prestressing dan material -

-- — bangunan,

-(iv) industri garment dan pakaian jadi;

- (v) industri karoseri dan perakitan kendaraan;,

-(vi) industri wood working dan furniture serta kerajinan tangan;

f menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang meliputi :
— (i) agro industri, budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri

- - pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan.dan hortikultura, perkebunan serta -

iehutanan;

(xi) jasa telekomunikasi umum meliputi wartel (warung telekomunikasi) darNamet e /‘

d. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, —-—-—--—---

\L S
- (i) industri perakitan kompogn elektronlk, peralatan l&ll(?jpare part kendaraan ---------



-- Negara Indonesia,

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan ini menera"hgkan
bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju

untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ---------—
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.
1. Perseroan terbatas ini bernama : o
e € e

PT. ,BLACK?GOED lNTERNASIONAL

Ao TP Ny

- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat de\nq;n "Perseroan N R
u ‘t o / h (S

- berkedudukan di B f anmy- o { 7 et :9

\
{"‘ / /. rr \\

¥/
2. Perseroan dapat mbuka ca an ata akila atl in” baik di dalam -
P &3 b\ 092 w ,rw % ,gnp @r K
- maupun di luar Iayah;Repubhk lndon3 bagalmana’dltetapkan oeh Direksi, -

‘.x

'~.A }r ~".’ / ,‘

-- dengan persetuju p dar\salah seorang,K’gmi%gg’” T ,‘ =
‘\J\AESKA WAKTUBERDIRINYA éERSEROAN""
\} \\ L N’;'bl:‘ I u“:"’,‘/“" 5,‘:":'% -/!
RN RS Pasali2:" / ,k},} e

- Perseroan didirikan untuk ]angka gaktu yang ndak dlte%n}}ukag ,Jamanya

MAKSUD DAN-T UJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -
R ————

Pasal 3.

1. Maksud dan Tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, —-—--—--—----—-

— Pertambangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Pertanian, Pengangkutan Darat, --------—--

— Percetakan dan Perbengkelan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan —--

kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan,
— import dan eksport, menjadi pedagang besar, bertindak sebagai agen, grosir, --------------
— distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision house, sedemikian itu atas ---—--

— resiko dan untung-rugi perseroan sendiri, maupun atas dasar upah-komisi atas resiko -

2
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DEPARTEMEN HHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-04550 HT.01.01.TH.2005
TENTANG
PENGCGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menumbang : Bahwa sciclzh

dan dokunier
"0 LAy o
~UuT ran

pada

peruncang-uncega

Mengingat' : L. Undang - Un Nomor | Tahun 1995 :cm:ng Perscroan
mor d

Terbatas (Lembdaran \;;a-.; Republik I..c.orcs a Nomer 13 Tahun 1995, Tambahan
Lembaran Negzra Nomor 3587 Tahun 1995).

Undzng - Undang Republik Indonesia Nomior 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Pecrusahaan (._vnb"r..n Negara Republik  Indonesia Nomor 1S Tahun 1997,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3.P craturan Pem :—.m:h \'on-or 26 xahx.n l“‘/b Tcnx“ng Pcmakaxan Nama P;rsuo.m

18]

[SRSopeIey

Lembaran \ccv:.:a .\or“o. 37 40 Tzhun 19‘)5)

5. Keputusan  Menteri Kchakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoncsia
Nomor - M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Adminisirasi
Badan Hukum &i Dirckiorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departenien
Hukum den Hox Asasi Manusiz Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan
PERTAMA : Mengeszhkan Atz Pendiriza Perseroan Tersatas ¢
PT. BILACK GOI.D INTERNASIONAL
NPWP :02.437.262.5-215.000
Berkeduduran i : 3-‘\'"—‘\\ sosua dengan Format Isian AKt2 Notaris Moce I yung
tersimpan dulmn Database, Salinen Akt Nomor @ 177, Tanggal 28 DL.:&.'] r200=
yanyg dibuat dleh \ok.ms Sochendro Gautama, SH ocrkcdudu:\an di BAT A\L
KEDUA ¢ Keputusan Menteri Hukum dan Huk Asusi Manusia Republik  Indonesia i
nwlai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 22 Februan 2003
A MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP.: 040034478
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* PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
_ KOTA BATAM

PEAGGAR L LLN

70 MU LUy

SURAT 1ZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

T RT L

61

1. Nimu Peruseiaan
7. Merek (miidk sepdin/lisensi)

Alamat Kzoior Perussbasn

4. Nams Pemilix / Peranggeas Jawsd
5. Alamat PexmiBk/ Pezaxgrusp Jawsb

6. Nomecr Pokok Wajib P1jax ( NPWP)

7. Nilai Modal dar Keiayaza Bend Porusabadl
WJ;MTMMQ-W

9, Kelcmbagaaz
10. Bidzsg Usazz

11. Jeais Barazz/ i3z D=agasgaz L=z

SIUP [al diterbitkan dengan ketestoRd @

PERTAMA

<2hua benikuizyd

NOMOR: 257 JPerindag - ST/ sM/ X/

fOWP. RGLO BALOT POINT BLOL.

2005

L

gL 3LACE GOLD TNTERNASIONA: ...

.10 [EC,LUBUL Bilk BATATL ..

No. rczp.QZ.Z?’::é..S.?iéZ%zm ..9229:.:‘.—‘?.5.7.}%

. SORBERXAR TANUMIZA: e

ET.00 -

-
P

JL.TEUKD D4R H0. 172

"'3v,001 KEC,LOBUE BAJA BATAY. ..

NO. Tei weeeernn: T 77 SRR

. 02,437,262, 57213:000 e

SKala USAHA < xox X=CIL

. Rp. 50Q~°®.0_09.:"_- wsasee
. PERDAGANGAN BARANG T770

<1410 : BATU BARA —-

. Pemilix/ Po3dngpics Tawebwajib meayzspeixon laporen ke paian usaba perdagangacay?
dua kali dalam setabus dengan jadwal UuSIuk ST Er pertaa paliag larctal 31 Juliden
ok semesier kedua paling [smbat 31 Januari Tebun men)xtnys bagi STUP Mencogab

dan Besar atau bagi STUF Keocil satu kali dalam sehus, sclabat-lacbanya 31 Januan

. Tilaxbeslacauntuk x-gistan Pordapanzis Baj;:.gi'; Kemoditi

- Todax ponox moitkuXan Kogiztzn usshe selzinysng KITACUMm datum STUP th1.
Y=g

:BATAM
21 OXTOBBR 2005

Temousad ik
Waltkot 3atan ( 542351 lapexad )
¥ 2. Dinas Perindey Prooizsi ou fepri

N~
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ADEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SATAM

,
SATA!
KANTOR PELAYANAN PAJAK BATAM

!l
N
9,
!
i
' :
k
E
!
X

VS
ARl
e
7 A

FAY NI

Jik

(3
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Aoy ¥
e 3 =
PO
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~
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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
No.:PEM=T7S7 /wPJ.02/KP.0803/2005

RS
-,
Baviy

A

&1 Sesuzi cengan Pa
| tﬂ dan Tata Carz P zjaKar
,"'9 Tahun 2000 can Kepu
:ﬂ}{, dengen ini citerangkan bahwa :

QO w

al 2 ayat ( 1 ) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
rpejaxk imana telah diubah terakhir dengan UU No. 15
irextur Jencera! Pazjak Nomor KZEP-181/PJ./200+

. Nema : PT.BLACK GOLD INTERNASIONAL
. Nomor Pokek Wejib Paiak (NPWP) : 02.437.262.5-215.000
. Klasilikasi Lapangan Uszha (KLU) 51S00 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
. Alama* : KOMFP .RUKO BALOI POINT BLOK B2/10
PANGKALAN PETAI - LUBUK BAJA
. Merk/Akronim SATAM - 26432
. Status Modal : SYWASTA
. Status Usaha Pusat
. Kaweajiban Pgajak [X ] PPnh Pasal 4(2) [ X ] PPh Pasal 23
[# ] PPh Pasal 15 [X ] PPh Pasal 25
X 1 PPnPeasal 19 [X ] PPh Paszl 28
[x 1 PPh Pasz! 21 [ X ] PPh Pasal 28
{* ] PPhPasal 22
k73 telah tercaltar paca tata usane Xemi.
) ~
23 Dengan terbitnyg surz: ini, mzka dalam rangxa memanthi hak dan kewzjidan
i perpajakan wajio méncantumian NPWP sejak tanggal 04-01-2005
> -

3

8 ATAM, C4& Januars 2z0os

zll

.,‘3

r.‘i \or

i‘? cala Sexsi TUP

L BT

.3

5 A
& ARINWIRAWAN, SE.Ak
: 060081779

ey

R 571
A

TN

Register:0388882:5¢%

SYEL T

KP.PDIP.4.2-00

Pt & 1 )




PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN LUBUK BAJA

JALAN BUNGA RAYA NO. 03 TELP. (0778) 458420 LUBUK BAJA

SURAT--KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN / USAHA
' Nomor: 277  /DOM/517/LB/ TIL 72005

CAMAT LUBUK BAJA cengan ini menerangkan tersebut di bawah inj -

- Nama Perusahaar, : " PT.ZLACK GOLD INTERNASIONAL
- Bidang Usaha . Percagangan,Pembangunan,Jase
Nomor Akte Pendirizn

- Perusahaan / Tanggal : 177 / 28 Desember 2004

Xomp.Ruko Baloi :Point Blk.32 No.10

-AIamatPcms..h
Kelurehan Pangkalan Petai

PENANGGU \G J AWAB

Nama SOEHERMAN TANUWIRA
Tempat / Tanggal Lakir : Lemp.Utere,16 Juni 1941
Alamat : Jl.Teuxku Umar No.l-2
Nomor K.T.P. : 52.08.048.16.06.41.34:864
o . B <
Dengan Surat Permohonan No. © 18/050/I1I1/2005 Tgl,-03 Mar 2005

., Bahwa Perusahaan teisgbut acalah benar berdomisili di alamat  sebagaimana terscbut
4 o g0. »

diatas, :; :
Pc*mlxk Surat Ké{c:ar.gan Domisili Perusahaan ini harus mengikuti ketentuan-ketenruan
\

scbagupcn“u: 5

1.
2.
3.
.
.
Demikian Surat Keterangan Domisili ini akan kami buat untuk dapat azp rgunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : LUBUK BAJA
: 04 MARET 2005

PENATA NIP. 420008488
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o ‘ sz,é;é.\'uﬁ KOTA BATAM s L ow

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN -}

TANDA DAFTAR PERLS AHMAADE:
PERSEROAN TERBATAS.

SERDASARKAN UNDANG-USDANC NOMOR.3 TAHUN 1982
| TENTANG WAJIS DAFTAR PERUSAHASY DAN UNDANG-UKDANG
NOMOR 1 TAHUN 1955 TENTANG PERSEROAR TERBATAS

"‘\';‘
ey ‘is :

3 55 i NCMORTOP:. TSERLAKU S/D TANGGAL: IREE
. | ©%1015103577 { Q7 MARET 2010 ‘ | ci 01
' — - .

TANGGAL: 07-03-2005 ° I . S

P

T AGENDA PENDAFTARAN _
| NOMOR - 20/ Bil, 0%, 06/111/2005

-,
m

| ‘ = - ,
E}%i NAMA PERUSAHAAK: " BLACT GOLD IHTERNASIONKAL.PT "~ e
g | STATUS: PUSAT ' . - o '

! R = AT . ) .

' ; | 1 ALAMAT: I0MF 2UY0 B ; o
4 3 - - . ‘C iy 1 -
: ell ;-_ 1one U0 BALOI OIN¥T BLX.B2 NO.10 KSC.LUBUL 1 .
J - v )
' 2 l | AOMOR TELEPON: Q778458678 FAX. 0778-458738 J
fé? % ?EMIL&KJ?ENANGGUNGJAWAB_:. ‘SOEETEMAX TARUWIRA ' ‘
k lg ‘f'—- ™ - - ~ I
= kcctgﬂk“mi'_@.i%l_& PERDAGANGA¥ BATU BARA -
o PR —
: } A | PENGESAHAN MENTERI KERAKIMAN Coe e o]
; iet i | KOMOR: C-045S0 FET d’. ﬂj. iqong TAN;GALZ 22"‘02“2005 4_4 :
3$\ PERSETUIUAN MENTER) YEHAKIMAN ATAS AKTA FERUBAHAN ANGCARAN DASAR: ‘1
2 NOMOR : ik L . TANGGAL: i {
‘3 : ‘ PENERIMAAN LAPOTIAN TTSUBAHAN ANCCARAN DASAR !
J{E R NOMOR : - ' TANGGAL: A ]
{ %g" ’i - oiom, 23 OKTOBEX 2003 ..
£ } C . -~ ‘
G t S P ARIWREoS Batem, | .
| ch SUREen dan Perdazingss - ‘( _

- ik & M:m'u.'

. "

g‘ - BN P A

£ {%/\( ) |
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Selambat-lam
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Kartu Tanda Pendu
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. OBF CENTER GEDUNG ARTHA
ALAMAT:  GRAHALTS, ¢ . ‘
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-
53, KEL.SENAYAN, :
KEBAYORAN BARU, JAKARTA
SELATAN, DK[JAKARTA RAY/
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KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN G
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 14.A :e'e'm" 7245785 .
JAKARTA 12130 =

PEM-00759/WPJ.04/KP.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum. da
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dz
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama - PT.JAVAGOLD RESOURCES

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) @ 02.741.765.8-012.000
3. Kiasifikasi Lapangan Usaha ( KLU )
4. Alamat : OBF CENTER GEDUNG ARTHA GRAHA LT.6,

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, KEL. SENAYAN
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKIJAKAR

RAYA
12190
5. Merk/Akronim P
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL :
8. Kewajiban Pajak * [ X]PPh Pasal 4 (2) [ X ]PPh Pasal 23
[ X ]1PPh Pasal 156 [ X]1PPhPasal25 — -
[ X]PPh Pasal 19 [ X ]PPhPasal26
[ X ]PPh Pasal 21 [ X1PPh Pasal 29 -

[ ]1PPhPasal 22

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYCRAN'BARU ATU
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wa
mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 01 November 2007

Saya. EMMY HALIM, Sarjena Hukum, Magister
Kenotariatan., Notaris di Jakarta, dengan ik

menerangkon bahwa fotocopy ini adalah sesudi
dengan aslinya.

Jekarta, 3 4 DEC 2007
-




d )
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTAMADYA :.Jakarta Selatan

KECAMATAN : Kebayoran Baru
KELURAHAN : Senayan Kode Kal. -

Alamat : JI. Tulodong Bawah X No.3 Telepon : (0 "

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
' Nomor : 1122/1.824 .5/07

'\g bertandztangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : HARYANTO TANUWIRA
“@papat / Tanggal Lahir :  Bandung / 16-11-1970
’a'i‘s Kelamin 1 Laki-laki
Agarna : lslam
'«arganagdr: an T VYW
&P / Tanda Lapor Oiri Nomor  :  08.5203.161170.0453
Renar pada sazt ini membuka / mermounvai usaha sebaaaimana tersebut di bawah
'md s S © PT JAVAGOLD RESOURCES
Jenis Usaha / Kiasifikasi - Perdagangan Umum dan Jasa g
mat Perusahazn - OBF Cebter, Gedung Artha Graha Lantai 8, J Jend Sudirman Kav. 5"-—53
: Rt Rw. , Kel. Senayan, Kec. Hebayoran Baru, Jakarta Selatan :
Status Bangunan : Sewa L
runtukan Bangunan . Perkantoran
.&Tol. IPB . /
Aktas Pendirian Perusshaan - Motaris : EMMY HALIMW, SH, MKn
l Momor : 62 Tgl. 18-10-2007
nlah Karyawan : &0rang
Penanggung jawab / Pimpinan ;. HARYANTO TANUVARA
irusahaan

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebaqalmdna mestinya dan '
.rlaku szmpai dengan tanggal ; 01-11-2008 '
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELAT;
SUKU DINAS PERINDUSTRIA DAN PERDAGA

Nama Perusahaan
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

No. 08.03.005754

Asli

NOMOR TDP BERLAKU S/ TANGGAL
08.03.1.51.54620 18 JAN 2013 Ci0

AGENDA PENDAFTARAN

NOMOR:  139/BH.09,03/1/2008 TANGGAL : 18-01-2008

NAMA PERUSAHAAN

JAVAGOLD RESOURCES, PT

STATUS : KANTOR TUNGGAL NPWP: 02741 7658 012.000
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PRV OBF CENTER GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 8 JL. JEND. SUDIRMAN
KAV. 52-53 SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

PENANGGUNG JAWAR I PENGURUS HARYANTO TANUWIRA

IFEMIATARI IS AT B2
e usunur

KEGIATA CKCK PERDAGANGAN BESAR LOGAM & BlJiH LOGARNM

KBLI: 51420

PENGESAHAN MENTER! KEHAKIMAN :

NOMOR : 'C-06181,HT,01,01,TH,2007 TANGGAL : 12-12-2007
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NOROCR: TANGGAL :

PENERIMAAN LAPORAN PERUSAHAH ANGCARAN DASAR

NOMOR : TANGGAL :
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: C-06181 HT.01.01-TH.2007
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model |
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 62, tanggal 19 Oktober 2007 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Emmy Halim, SH dan diterima pada tanggal 7 Desember
2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. JAVAGOLD RESOURCES, berkedudukan di Jakarta
Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan di dalam
database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 62, tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat oleh
Notaris Emmy Halim, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

HALIM. S'zri;.vna Hukum, Magistey ,%7~ W‘
mw
mn., Notaris di Jukarta, dengan Inf

.o+ bahwa fotocopy ini adalah sesuat
o ., . ualinya.

udaartelo 2 4 DEC 2007

DRf SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881
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" @HALIM, S.H., M.Kn.
a Utara No : 24 C Tomang

Kantor Notaris }
Marta - Barat (11440)

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
“PT.JAVAGOLD RESOURCES”
Nomor : 62.

-Pada hari ini, hari Jum’at, tanggal sembilanbelas Oktober duaribu tujuh -----------

(19-10-2007).

-Pukul 12.15 WIB (duabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia bagian Barat). --
-Hadir dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal ----

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
1. -Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal limabelas
Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh (15-11-1970), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
008, Kelurahan Keaguﬁgan, Kepamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 09.5203.181170.0458, Warga Negara Indonesia; ----------------
2. -Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh dua
Pebruari seribu sembilanratus enampuluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat
tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun
Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota
Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 03.5001.220266.0001, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri

dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan,
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak‘yang berwenang, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran

dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup

disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut :



- Eksport Import dan Perdagangan hasil tambang yang meliputi Pasir Besi,

Bijih Besi, Batu Besi, Batu Bara, Nikel, Timah, Timah hitam, Logam, Emas,

Perak, Base Metal, Zinc dan Mangan;
- Eksport Import dan Perdagangan Bahan Bakar Padat/Batubara; -----------------

- Eksport Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material; ----------------

- Eksport Import dan Perdagangan Bahan Konstruksi;
- Eksport Import dan Perdagangan Logam, Baja dan Aluminium; -----------------

- Eksport Import dan Perdagangan Sparepart dan Accessories Mobil-Motor; ----

- Grosir, Supplier dan Leveransir barang-barang metal,;

- Grossier, Supplier, Leveransir dan Commision house;

- Perdagangan Container/Packaging;

- Perdagangan mesin-mesin industri;

- Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan

khusus;

- Perdagangan peralatan Mekanikal/Eletrikal/Telekomunikasi/Navigasi; ---------

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; --------
b.-Berusaha dalam bidang Pertambangan antara lain : Tambang Batubara, Batu
Besi, Pasir Besi, Emas, Tembaga, Obsidian (Perlit), Batu Kapur, Batu Andesit,
Batu Gunung, Zinc, Titanium, Granit, Mar-Mar, Clay, Sirtukil (Batu, Pasir dan

Kerikil), Timah Hitam, Logam, Nikel, Tembaga, Bijih Uranium dan Thorium : -

- Explorasi dan Exploitasi Mineral dan Metal;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertambangan;

- Industri Pengelolaan, pemrosesan dan pemurnian bahan-bahan tersebut -------

di atas;

- Peledakan area Pertambangan;

- Pengeboran;



- Industri Logam dan Baja;

- Industri Material Bangunan;

- Industri Pengolahan barang-barang dari Logam, Baja dan Aluminium; ---------

- Industri Pengolahan Barang-barang dari Hasil Tambang;

- Industri Peti Kemas dan Pengepakan Barang;

- Industri Sparepart Kendaraan Bermotor;

f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang Perbengkelan :

- Pemasangan dan penjualan assesories kendaraan;

- Penyedia Suku Cadang Alat-alat Berat;

- Penyewaan Alat-alat Berat;

- Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Berat;
g.-Berusaha dalam bidang Agrobisnis yang meliputi : Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Peternakan, Perikanan Laut maupun Darat, serta Pertambakan,

Pembibitan, Agro Industri, Industri Pertanian, Pertanian tanaman Pangan,

Perkebunan Kelapa Sawit, Kopi, dan teh;
h.-Berusaha dalam bidang Percetakan, Penerbitan Majalah-majalah dan Tabloid,

Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan, Memperdayakan hasil-hasil dari

penerbitan;

i.-Menjalankan usaha Jasa pada umumnya :

- Ekspdisi, Pengepakan dan Pergudangan (bukan Veem);

- Jasa Agen Property;

- Jasa Bengkel dan Karoseri;

- Jasa Bidang Konstruksi Pertambangan;

- Jasa Bisnis Niaga/Packaging;

- Jasa Konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai;

- Jasa Konsultasi Pembangunan dan Pengoperasian jalan tol;

- Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral;



-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki

(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap

sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut,

ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5.

. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. ----------

4 Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat

dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat

saham.

. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih

saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

a. nama dan alamat pemegang saham,;

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat saham.



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang

ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau

kuasanya yang sah.

. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan

terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang

penawaran tersebut.

. Pemindahan Hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang

berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. --------

Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ini dilaksanakan RUPS

pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi

milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak

atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,

sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----------

a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan

dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Dalam RUPS tahunan : .

a. Direksi menyampaikan : --------=-=m==mmcmmmmm oo oo



. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

pelru dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama

atau Wakil Direktur Utama.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Dewan Komisaris.

. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh

Pasal 10.

. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan

dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang

tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir

dalam RUPS.

. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

. RUPS dapat mengambil kep.utusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau

berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

Pasal 11




mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan

bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk

mengambil uang perseroan di Bank) ;

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam

maupun di luar negeri ;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung ;

d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan

perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini ;
e. memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas

harta tetap dan perusahaan-perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ayat

4 pasal ini ;

-harus dengan persetujuan dari Komisaris.

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13-

. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang

perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

atau



10.

LY.

12.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat

Direksi yang akan menentukan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah

dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan.
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis

dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,

apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara

Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ------------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan

Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi

rapat Dewan Komisaris.

Pasal 17

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan

Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun

buku dimulai.
b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. --
c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada

tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu

Desember duaribu delapan (31-12-2008).
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan

untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal

panggilan RUPS tahunan.

Pasal 18




Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut

diatas menerangkan bahwa :

; §

Untuk pertama kalinya télah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai
melalui kas Perseroan sejumlah 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau

seluruhnya dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yaitu

oleh para pendiri :

a. -Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut, sebanyak

12.500 (duabelas ribu limaratus) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar seratus duapuluh lima juta

TUPIAN ..o e e e e eeiee s e e RP. 250.000.000,-

b. -Tuan HARYONO TANUWIRA tersebut, sebanyak

12.500 (duabelas ribu limaratus) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar seratus duapuluh lima juta

DURTBIL . casen s s5mmnsinon sorsmmiais s Saiibe’s B3 s ERRARARS S0 #8164 ENA 4 1 Rp.  250.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (duapuluh lima

ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
duaratus imapuluh juta rupiah «..ccciamvisssssnssssessssssens Rp. 500.000.000,-
Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini

mengenai tata cara pengangkutan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat

sebagai :
- Direktur - Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut; ----------
- Komisaris - Tuan HARYONO TANUWIRA tersebut; ------------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh

masing-masing yang bersangkutan.
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah :

AKTA INI
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Kantor Notaris
MY HALIM, S.H., M.Kn. Al BUEASRILANS
JI. Mandala Utara No : 24 C Tomang
Jakarta - Barat (13449) Nomor : 68.

]/—Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). --------
|

' -Pukul 17.26 WIB (tujuh belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia bagian

. Barat.
t -Hadir dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan

disebut pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua
t Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat

tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun

t
i
i
i
U
l
}

| Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota

7 Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga

| Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

' -yang untuk melakukan tindakan hukum disebut dalam akta ini telah mendapat

persetujuan dari isterinya Nyonya LIM MIE NJOEK, Swasta, bertempat tinggal
di Batam, Komplek Bumi Indah Blok I Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, sebagaimana
ternyata dalam Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal dua puluh tujuh Desember
dua ribu tujuh (27-12-2007), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minit akta ini.

! -selanjutnya akan disebut juga “Pihak Pertama”.
2. Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal enam belas
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-11-1970), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

AN



\/12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dan

¢ dikeluarkan atas nama demikian berikut talon-talon dan tanda-tanda dividen yang

menyertai saham tersebut.
Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa jual beli saham ini diterima dan-

dilangsungkan dengan harga sebesar Rp. 249.980.000,- (dua ratus empat puluh

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
-Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dari Pihak
Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang mana
akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansi). -----======------

-Selanjutnya jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

-Segala sesuatu yang dijual dan diserahkan tersebut mulai hari ini menjadi milik

Pihak Kedua dan juga semua keuntungan yang diperoleh dari-serta segala kerugian

atau beban yang diderita dengannya, mulai hari ini menjadi hak dan dipikul oleh

Pihak Kedua.

Pasal : 2

- _Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa ia berhak sepenuhnya untuk menjual

- dan menyerahkan saham tersebut, bahwa saham tersebut tidak diberati dengan dan

oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala

tuntutan mengenai hal-hal tersebut.

Pasal : 3 --
-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa saham yang dijual dan diserahkan

tersebut, adalah merupakan saham yang telah dibayar/disetor penuh oleh Pihak



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ;
i 2. Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas
Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; -----------------

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap ---------

dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi -------

dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian.

. -Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

\-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

N

Notaris di Jakarta,

(EMMY HALIM, SH., MKn.)
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MMY HALIM, S.H4.,
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JUAL BELI SAHAM

Nomor : 69.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). --------

-Pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia bagian

-Hadlr dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

| Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan

disebut pada bagian akhir akta ini :

¥

-selanjutnya akan disebut juga “Pihak Pertama”.

Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua
Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat
tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun
Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota

Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta;
-yang untuk meiakukan tindakan hukum disebut dalam akta ini telah mendapat
persetujuan dari isterinya Nyonya LIM MIE NJOEK, Swasta, bertempat tinggal
di Batam, Komplek Bumi Indah Blok I Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, sebagaimana
ternyata dalam Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal dua puluh tujuh Desember
dua ribu tujuh (27-12-2007), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan

aslinya dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 68 ; ----

Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, lahir di Kotabumi, pada tanggal

i dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-07-1945), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sanad Dalam Nomor 18 E, Rukun Tetangga



~
1/-- 1 (satu) saham dan dikeluarkan atas nama demikian berikut talon-talon dan tanda-

" tanda dividen yang menyertai saham tersebut.
-Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa jual beli saham ini diterima dan-
3 dilangsungkan dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -------------
| -Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dari Pihak

Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang mana

akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansi). ----------=-=----

-Selanjutnya jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat dan

i

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

-Segala sesuatu yang dijual dan diserahkan tersebut mulai hari ini menjadi milik
Pihak Kedua dan juga semua keuntungan yang diperoleh dari-serta segala kerugian
atau beban yang diderita dengannya, mulai hari ini menjadi hak dan dipikul oleh

Pihak Kedua.

Pasal : 2

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa ia berhak sepenuhnya untuk menjual
dan menyerahkan saham tersebut, bahwa saham tersebut tidak diberati dengan dan

oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala

tuntutan mengenai hal-hal tersebut.

Pasal : 3 -- ——

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa saham yang dijual dan diserahkan

tersebut, adalah merupakan saham yang telah dibayar/disetor penuh oleh Pihak

Pertama kepada Perseroan. --

- Pasal : 4 -———---ccemeeeeee -




I{Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas

l
!

|

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian.
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; ---------------—-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap ---------

dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi -------

Notaris di Jakarta,
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BERITA ACARA

. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Kantor Notaris
EMMY HALIM, S.H., M.Kn. “PT.JAVAGOLD RESOURCES “
Ji. Mandala Utara No : 24 C Tomang

Jakeiia - Barat (ii440)

Nomor : 67.
‘ﬁla hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). --------
-Pukul 17.05 WIB (tujuh belas lewat lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,

' akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

l - dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya
l . -Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas “PT. JAVAGOLD RESOURCES?”,
l berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal

sembilan belas Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007) Nomor 62, dibuat dihadapan

saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya . tanggal dua belas

Desember dua ribu tujuh (12-12-2007) Nomor C-06181 HT.01.01-TH.2007 ; ----------

(selanjutnya disebut “Perseroan”).
-Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Mandala Utara Nomor 24 C Tomang, Jakarta
Barat, untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut diatas, membuat Berita Acara
dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum

pemegang saham luar biasa Perseroan yang diadakan ditempat, pada tanggal, hari dan

waktu ini ;

oleh saksi-saksi yang akan disebut :
1. Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal enam belas
! Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-11-1970), swasta, bertempat

l -Pada rapat hadir dan oleh karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri
. ! tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
X



IW/arga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
i

. Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.651282.7061, Warga

Negara Indonesia ;
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi Perseroan ; ----

- Penghadap Tuan HARYANTO TANUWIRA, dalam kedudukannya sebagai
Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar
Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat membuka rapat dan menyatakan kepada
rapat, bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili seluruh saham, yaitu sebanyak
25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
hari ini, saham-saham mana tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh
karena tidak dibawa kedalam rapat, akan tetapi menurut keterangan Ketua telah
dicetak dan keadaannya adalah sesuai dengan keadaan yang dikemukakan diatas ;----
_bahwa oleh karena itu menurut pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat asal saja

dengan mengindahkan jumlah kelebihan suara sebagaimana ditetapkan dalam

anggaran dasar Perseroan;

-bahwa acara rapat ini, ialah :

| - Persetujuan Penjualan saham dalam Perseroan ;

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan ;

- Lain-lain ;
-bahwa oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin,

maka Ketua langsung saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat, memutuskan : -

I. Menyetujui penjualan dan penyerahan seluruh saham milik Tuan HARYONO

" TANUWIRA, sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus saham), masing-masing

kepada : —

.

.



T-/Komisan's : Nyonya TIARA MILA SARTIKA tersebut ; -----------
I1I. Keputusan-keputusan tersebut diatas berlaku sejak ditutupnya rapat ini. -----------
- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup
Rapat ini pada pukul 17.25 WIB (tujuh belas lewat dua puluh lima menit) Waktu

Indonesia bagian Barat.

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatkan :

AKTA-INI

-Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan

i tanggal dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

. -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas
, Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (17-11-1974), bertempat
tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai HI E-12/38, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ;
2. Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas
Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; -----------------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris. ---

~



‘ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
J1. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :AHU-AH.01.10-19801 Jakarta, 13 Agustus 2008
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Kepada Yth.
Perubahan Data Perseroan Notaris Emmy Halim, SH
PT. JAVAGOLD RESOURCES J1. Mandala Utara No. 24 C Tomang
Kotamadya Jakarta Barat

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di
dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 67, tanggal 10 Juli
2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Emmy Halim, SH berkedudukan di
Kotamadya Jakarta Barat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal
11 Agustus 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus,
Pengalihan Saham, PT. JAVAGOLD RESOURCES, berkedudukan di Jakarta
Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

ﬁ == p’rm}ﬁh\u\_—_’
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0070725.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 13 Agustus 2008




PASAAN BARAY PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
' DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

J1. Raya Simpang Empat — Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak — Pasaman Barat
Telp (0753) 466385 Fax. (0753) 466386 - Kode Pos 26366

SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
Nomor : 540 / [32/ SKIP — TAMBEN /2008

Berkenaan dengan surat permohonan PT. JAVAGOLD RESOURCES tanggal 10 September 2008,
maka berdasarkan surat edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 497 / M.103 / STH /1079 dengan ini
An. Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat memberikan
izin kepada :

Nama : Haryanto Tanuwira

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : JIn. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Telp. 5289868 Fax (021) 56950935

Untuk mengadakan peninjauan di Kecamatan Muara Kiawai, guna mengetahui kemungkinan adanya
endapan / bahan galian logam dan mineral lainnya dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan dengan
l ketentuan sebagai berikut :
1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal keluarnya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
l 3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil contoh — contoh batuan / bahan galian
dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi / topografi;
l 5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan kepada pejabat Kecamatan dan
pejabat lainnya yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP ini pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil
' peninjauan secara tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasamnan Barat;
7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang mempergunakan SKIP ini diluar tujuan
dan maksudnya;

Kepada segenap instansi Pemerintah yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka
pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan : Simpang Empat
Pada Tanggal : September 2008

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
_DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat ( Sebagai laporan )
2. Sdr. Camat Gunung Tuleh

3. Sdr Wali Nagari Muara Kiawai

I 4. Arsip




s s,

BUPATI AGAM

1

SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
Nomor : 660/ QQ4. /SKIP/SDA-2008

~ Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan lzin Peninjauan (SKIP),
potensi bahan baku semen di Kabupaten Agam melalui surat Nomor 02 /JGR/IX-2008,
tanggal 10 September 2008, maka dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama Perusahaan : PT. JAVAGOLD RESOURCES

Alamat Perusahaan :  Artha Graha Building 6" floor,
JIn. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190.

Telepon /Faks : (021) 5289868 Fax (021) 56950935
Nama :  Haryanto Tanuwira
Jabatan :  Direktur Utama

Berdasarkan permohonan diatas ini diberikan Izin Peninjauan dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) ini berlaku selama 30 (tigapuluh) hari kerja
sejak ditandatangani, dengan lokasi Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan.

2. Melapor kepada Camat yang bersangkutan dan pihak yang berkompeten untuk
melakukan peninjauan kelapangan.

. Tidak melakukan hal-hal diluar ketentuan yang berlaku.

. Tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan.
. Diperbolehkan mengambil cuplikan bahan galian untuk uji labor.

. Melaporkan secara lengkap hasil dari peninjauan kepada Bupati Agam.

AN L AW

Demikian Surat Keterangan Izin Peninjauan diberikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lubuk Basung

Tembusan disampaikan kepada Yth. :



Ve

I/-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian.

i
{

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

N

N,

Notaris di Jakarta,

(EMMY HALIM, SH., MKn.)




c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yaﬁg

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.
. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak
untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ------
. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
yang disampaikan lansung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.--
. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah .dan mengikat. --------
. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Kketiga,
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari

antara anggota Direksi yang hadir.

. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota

Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari ¥; (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili

dalam rapat.

. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari % (satu per dua) dari jumlah

suara yang dikeluarkan dalam rapat.




1.- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari anggota direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat

diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk

sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ---------------

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang



----------------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat

persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang

positif.
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
tahunan berarti memberikan peluﬁasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------------

. RUPS luar biasa dapat diselenggarékan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
untuk membicarakan dan memutuskan mata écara rapat kecuali mata acara rapat

yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Pasal 9.

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada

para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat

kabar.
. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal

RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

RUPS diadakan.

. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS

dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----



. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;

¢. nomor surat saham dan jumlah saham;

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan

Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

Direksi.

Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat
berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----------------
. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu

oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang

tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti,

ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham

pengganti.




- Jasa Pengangkutan darat/Trucking;

- Jasa pengecatan Nikel (Metal Finishing);

- Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;

- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Kawasan Industri;

- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property;

- Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya;

- Konsultasi Bidang Industri;

- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Industri; -
- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property

Real Estate;

- Konsultasi bidang Pertambangan;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;

Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan;

Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi;

Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan;

MODAL

Pasal : 4.
1. -Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi

atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar

Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima
persen) atau sejumlah 25.000 (duapuluh lima ribu) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) oleh para pendiri
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai saham yang

disebutkan 'pada akhir akta.

3.- Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut

keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -



c.-Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan, bertindak sebagai
Pengembang yaitu : meliputi Perencanaan dan pemborongan pada umumnya
(General Contractor) antara lain : Pembangunan Kawasan Perumahan (Real
Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung-gedung Apartemen,
Kondominium, Perkantoran, Pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas lainnya
termasuk mengerjakan Pembebasan, Pembukaan, Pengurukan, Pemerataan,
Penyiapan dan Pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun
serta Pembangunan gedung-gedung, Jalan-jalan, Taman-taman, Jembatan-
jembatan, Bendungan-bendungan, Bandara-Dermaga, Pengairan/Irigasi,
Landasan-landasan, Pemasangan instalasi-instalasi listrik, Gas, Air Minum,
Telekomunikasi, Air Conditioner, Pemasangan Komponen Bangunan
Berat/Heavy Lifting dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, Mesin; -------------
- Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; ------------

- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum,;

- Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol;
d.-Menjalankan usaha-usaha, dibidang Transportasi Darat termasuk angkutan

untuk barang maupun penumpang;:

- Ekspedisi dan Pergudangan;

- Transportasi Pertambangan dan Perminyakan;

e.-Berusaha dalam bidang Perindustrian, antara lain :

- Industri Aksesories Kendaraan Bermotor;

- Industri Alat Angkutan (selain kendaraan bermotor roda empat atua lebih); ---

- Industri barang Galian bukan logam,;

- Industri alat ukur;

- Industri Karoseri dan Komponen Kendaraan Bermotor;

- Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan;

- Industri Logam bukan besi;




NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal : 1.

1. -Perseroan terbatas ini bernama PT. JAVAGOLD RESOURCES (selanjutnya
cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----------
2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik didalam maupun

diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. ----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal : 2.

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal : 3.

1.- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN, PEMBANGUNAN, PENGANGKUTAN DARAT,

PERINDUSTRIAN, PERBENGKELAN, PERTANIAN, PERCETAKAN DAN

JASA;

2.- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan

kegiatan usaha sebagai berikut :
a.- Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan pada umumnya; -----------------
- Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-

perusahaan lain untuk barang-barang metal;

- Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering

(teknik);

- Eksport dan Import barang-barang engineering;

- Eksport dan Import;

- Eksport dan Import barang-barang metal;




-Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan

tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
1.-Nona MARTINI, lahir di Banjaregara, pada tanggal empat Oktober seribu
sembilanratus tujuhpuluh sembilan (04-10-19‘79), bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pulo Macan VII/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 09.5202.441079.5542 ; dan

2.- Tuan JOHNSONS, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas Nopember seribu
sembilanratus tujuhpuluh empat (17-11-1974), bertempat tinggal di Tangerang,
Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04,
Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 32.75.09.1004.14997, untuk sementara berada di

Jakarta;

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan ----

saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, -------------

saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta




1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh

RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali.tertutup. -----------

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 %
(duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangén lain. ---
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk
menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan

agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUPAN

Pasal : 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan

diputus dalam RUPS.



. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-

waktu.

. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan ayat 2 pasal ini.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada

Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----------

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 15

. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain sérta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang

segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris



P
T/OO& Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang

- Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.161 170.0456, Warga Negara Indonesia ; -

U
i
[ -selanjutnya akan disebut juga “Pihak Kedua”.
I; -Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu menerangkan : -- l
-- bahwa pihak Pertama, berhak, dan memiliki sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat '
: ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam Perseroan Terbatas PT. JAVAGOLD
RESOURCES, berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya akan disebut
- “Perseroan”), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal sembilan belasl
| Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007) Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal dua belas Desember dua ribu tujuh .

(12-12-2007) Nomor C-06181 HT.01.01-TH.2007 ;
-- bahwa Pihak Pertama, bermaksud untuk menjual dan menyerahkan 12.499 (dua '
belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) sahamnya tersebut kepada Pihak '

Kedua, dan Pihak Kedua bersedia pula membeli dan menerima penyerahan saham

Pihak Pertama tersebut ;
-bahwa dengan akta BERITA ACARA RAPAT tertanggal hari ini, Nomor 67, dibuat
oleh saya, Notaris, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menjual dan menyerahkan sahamnya kepada

Pihak Kedua. --

-Maka berhubung dengan hal itu, para penghadap menerangkan, bahwa Pihak
Pertama, dengan ini sepakat untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua,

dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini sepakat untuk membeli dan menerima

_ penyerahan saham-saham Pihak Pertama tersebut, yaitu : ---



1/l;ertama kepada Perseroan. l

Pasal : 4 '

-Pihak Pertama menerangkan bahwa ia dengan ini memberi kuasa kepada Pihak

Kedua dengan hak substitusi yang telah diberikannya, untuk mewakili Pihak Peﬂama'

sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan-tindakan mengenai pemindahan'

nama saham tersebut dari atas nama Pihak Pertama keatas nama Pihak Kedua, dan
' untuk itu melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan ; ---l
! -Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan'
apapun juga dan merupakan bagian terpenting dan syarat mutlak yang tidak
- terpisahkan dari jual beli saham ini, yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut,'

- Jual beli saham ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara kedua belah pihak. - .

Pasal : 5
-Tentang jual beli saham ini dan segala akibatnya kedua belah pihak menerangkan,'
memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri.

Jakarta Barat di Jakarta.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. l
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : '
AKTA-INI

-Dibuat sebagaimana minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari '

dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas

| Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (17-11-1974), bertempat.
i
i

tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02,

Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang,

,

.
. '



~
T~ Tuan HARYANTO TANUWIRA, sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat ratusl

| sembilan puluh sembilan) saham ; dan l
- Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, sebanyak 1 (satu) saham ; ------

-sehingga setelah diadakan jual beli saham tersebut, maka seluruh saham-saham'

I dimiliki oleh : '
- Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut, sebanyak
{ 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan l
j puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal '

seluruhnya sebesar empat ratus sembilan puluh

sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah Rp.  499.980.000,- .

' - Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA '
! tersebut, sebanyak 1 (satu) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar dua puluh ribu rupiah ...... Rp. 20.000,- .

-sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima .

ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

lima ratus juta rupiah .........ccocoviiinii Rp. SO0.000.000,-'

' II. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan|
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) akan tanggung

jawab atas pelaksanaan tugas selama menjabat sebagai anggota Direksi dan'

Komisaris Perseroan yang lama, serta mengangkat anggota Direksi dan Komisarisl

Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini ;

-sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru menjadi'

sebagai berikut : .
- - Direktur Utama : Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut ; ------------
- Direktur : Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA ------- .

T T '

N



i l
r 008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.161170.0456, Warga Negara Indonesia ; -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

i
i
|

| '
;

b. selaku pemegang dan pemilik 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dalarnl

a. selaku Direktur dalam Perseroan ;

| Perseroan ;
|

! 2. 'Il‘uan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua'
Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempall
tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun
Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota

Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga'

Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : '

| a. selaku Komisaris dalam Perseroan ; : .

' b. selaku pemegang dan pemilik 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dalam

Perseroan ;
' 3. Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, lahir di Kotabumi, pada tanggall
/ dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-07-1945), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sanad Dalam Nomor 18 E, Rukun Tetangga'
002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat,l

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.620745.0083, Warga Negara

Indonesia ;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi Perseroan ; ---- .
4. Nyonya TIARA MILA SARTIKA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh lima

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (25-12-1982), Swasta, '

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kampus Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukunl

N
§



i
L
1/I’ihak Pertama menerangkan bahwa ia dengan ini memberi kuasa kepada Pihak §
Kedua dengan hak substitusi yang telah diberikannya, untuk mewakili Pihak Pertama .
sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan-tindakan mengenai pemindahan
nama saham tersebut dari atas nama Pihak Pertama keatas nama Pihak Kedua, dan l
- untuk itu melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan ; --- '
~ Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan
apapun juga dan merupakan bagian terpenting dan syarat mutlak yang tidak l
terpisahkan dari jual beli saham ini, yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut,
- jual beli saham ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara kedua belah pihak. -

‘ Pasal : 5 l

i -Tentang jual beli saham ini dan segala akibatnya kedua belah pihak menerangkan, .

. memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri

i
' Jakarta Barat di Jakarta. l

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

¢ -Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah :

. -Dibuat sebagaimana minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari

AKTA-INI .

. dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas .
¢ Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (17-11-1974), bertempat
tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang,'

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara l

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ;



-
> 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, .

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.620745.0083, Warga Negara '

Indonesia ;

! -selanjutnya akan disebut juga “Pihak Kedua”. l
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu menerangkan : -- l
-- bahwa pihak Pertama, berhak, dan memiliki sebanyak 1 (satu) saham dalam

Perseroan Terbatas PT. JAVAGOLD RESOURCES, berkedudukan di Jakartal
Selatan, (untuk selanjutnya akan disebut “Perseroan’), yang anggaran dasamyal
dimuat dalam akta tanggal sembilan belas Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007)

Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan daril
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratl

l Keputusannya tanggal dua belas Desember dua ribu tujuh (12-12-2007) Nomor

C-06181 HT.01.01-TH.2007 ; '
-- bahwa Pihak Pertama, bermaksud untuk menjual dan menyerahkan 1 (satu).

sahamnya tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua bersedia pula membeli dan

menerima penyerahan saham Pihak Pertama tersebut ; '
-bahwa dengan akta BERITA ACARA RAPAT tertanggal hari ini, Nomor 67, dibuat '
oleh saya, Notaris, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menjual dan menyerahkan sahamnya kepada '

Pihak Kedua. l
-Maka berhubung dengan hal itu, para penghadap menerangkan, bahwa Pihak
Pertama, dengan ini sepakat untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, '

dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini sepakat untuk membeli dan menerima .

_ penyerahan saham-saham Pihak Pertama tersebut, yaitu : -



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ % / 7. \UP/BUP-PASBAR/2010
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
BUPATI PASAMAN BARAT,

Membaca :  Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 523 / BUP-
‘ PASBAR/ 2008, Tanggal 9 Desember 2008 tentang Penetapan
Pemberian izin Pertambangan Daerah Eksplorasi kepada PT. BLACK
GOLD INTERNATIONAL.
Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi
i syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi y
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan
Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
. Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 T entang Pertambangan
Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkunag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59,
- TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82,
TLN 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pémerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kofa;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayéh Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833;

Peraturan Pemerirtah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mingral dan Batubara Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 51 11;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-ll/ 2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/
Menhut-lI/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-il/ 2008
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/
1994 tehtang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam
Bidang Pertambangan dan Energi; ,

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/
1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan
Dan Pencemaran Linkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah
dibidang Pertambangan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun

20.

2005 tentang Pembentukan Orgahisasi dan Tata Kerja Dinas
Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun
2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

|
I
I
|
!
I
I
|
I

KEPUTUSA'\N BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN
IZIN USAl-fA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK
GOLD INT$RNATIONAL

Mem’berikal:'l Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan . PT. BLACK . GOLD
i INTERNATIONAL

Nama Direktur : Soeherman‘Tanuwira

Pemegang $aham perusahaan dengan mencatumkan :

Nilai saham ! :  Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemq’gang Saham ¢ Magret Tansri Tanuwiri
; : Haryanto Taniwira

Pekerjaan / *’:emegang saham . Komisaris

Alamat ! : Jin. Lumba-lumba Pelabuhan

E Baqcobar Batu Ampar Batani

Tlpn/Fax A . 0778. 458678 - 0721-56950935.
Kewarganegiaraan . Indonesia
Komoditas | Batu Gamping

Lokasi Penambangan
|

Nagari | :  Muaro Kiawai, Rabi Jonggor
AKecamat,:an . Gunung Tuleh

Kabupatén . Pasaman Barat

Provinsi : ' :  Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Luas f : 10.000 Ha

Dengan Pet$ dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati
Pasaman Bafat sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
Il Keputusan i |InI

Lokasi Eksplprasi

Jangka waktl:rl Berlaku IUP Eksplorasi : 3 (Tiga) Tahun

Jangka waktt;l Tahap Kegiatan

a. Ekspiora#r selama 2 (dua) Tahun sudah dilakukan 1 (satu ) tahun, 10

b. Studi Keléyakan selama 1 (satu) Tahun
Jangka waktq berlakunya IUP Ekplorasi adalah 1 (satu) tahun, 4 (empat)

bulan

bulan terhltung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan
Desember tahun 2011

IUP Eksplorhs| ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain
tanpa perset:ujuan Bupati Pasaman Barat.

PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi

|
|
|
I
1
'



dalam meiaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban
|
sebagaimar?a tercantum dalam Lampiran Il Keputusan ini.

KELIMA b Selambat-la?mbatnya 60 (enam puluh) hati kerja setelah diterbitkannya

Keputusan jni sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran
biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.

KEENAM :  Terhitung séjak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja

|

dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima
|

Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
|

i
KETUJUH : IUP Ekplora{si ini dapat diberhetikan sementara, dicabut, atau dibatalkan,

apabila pemlbgang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan
sebagaimanp dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan
Keenam dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN . Apabila dike'mudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakén perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
@ KESEMBILAN :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
|
Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal .~ Oktober 2010

S

.Tembusan :

OCRNONAWN -

H, BAHARUDDIN.R

|

I

|

|

|

!

; ~", \ BUPATI PASAMAN BARAT
|

|

|
Menteri Energidan Sumber Daya Mineral
Menteri Keuangan :

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Inspekiur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan

Direktur Jenderal Pendapatan 3aerah, Departemen Dalam Negeri

Gubernur Sumatera Barat

Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri, Setien Departeme Energi dan Sumber Daya Mineral

. Sektretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

. Direktur Pembinaan Program Mijneral, Batubara dan Panas Bumi

. Direktur Pembinaan Pengusahqan Mineral dan Batubara

. Direktur Pajak Bumi dan Bangungan, Deopartemen Keuangan

. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Pertambangan d Energi, Kabupaten Pasaman Barat

. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL .

. Camat Gunung Tuleh
. Arsip

1
|
|
|
!
|
l
|
1
|
|
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LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

. Nama Perusahaan
Lokasi
Propinsi
- Kabupaten
Keécamatan
Jorong/ Nagari
Bahan Galian
Luas
Kode Wilayah
Spesifikasi Proyeksi

OKTOBER 2010

: 188.45/ 7/} 1UP /BUP-PASBAR/ 2011

KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

: Sumatera Barat
: Pasaman Barat
: Gunung Tuleh

: Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor
: Batu Gamping

: 10.000 Hektar

: KW 07812 BGI
: Longitude/Latitude

: PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

- PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI

H. BAHARUDDIN.R

—_—

No. titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
koord 0 ‘ “ ) =
01 099 41 00.00 000 18 2200 LU
02 099 44 20.00 000 18 2200 LU
03 099 44 20.00 000 17 50.00 LU
04 099 45 00.00 000 17 50.00 LU
05 099 45 00.00 000 16 . 00.00 LU
06 099 46 00.00 000 16 00.00 LU
07 099 46 00.00 000 15 00.00 LU
08 099 47 00.00 000 15 00.00 LU
09 099 47 00.00 000 14 00.00 LU
10 099 49 48.00 000 14 00.00 LU
11 099 49 48.00 000 11 00.00 LU
12 099 46 28.00 000 11 00.00 LU
13 099 46 28.00 000 13 26.15 LU
14’ 099 44 33.00 000 13 2615 W
15 099 44 33.00 000 13. 5400 LU
() 16 099 42 35.00 000 13 54.00 LU
17 099 42 35.00 000 14 34.00 LU
18 099 41 40.00 000 14 34.00 LU
19 099 41 40.00 000 16 4430 LU
20 099 41 - 00.00 000 15 4430 LU
Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Oktober 2010



- LAMPIRAN IIl. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :188.45/ . /IUP /BUP-PASBAR/ 2011
TANGGAL : OKTOBER 2010
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI

KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A.

Hak

Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.

Melaksanakan kegiatan TUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan
AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membangun fasilitas penunjang kegiatan TUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.

Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi
disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan
eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar,
keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian  sebagian atau
seluruhkegiatan usahan pertambangan.

Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral
utama yang diketemukan dalam WIUP. |

Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.

Memenfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi
(penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan. ’

Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas
mineral atau batubara yang tergali.

Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan
TUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

Kewajiban

1.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3.
4

Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.

Melaporkan Rencana Investasi.

Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam
bentuk deposito sebesar US $ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas
nama Bupati Pa§aman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib melakukan sosialisasi kepada .masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.

Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang
IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan
hutan dari Menteri Kehutanan,



10.
11,
12,
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25,

Menyampaikan RAKB yang meliputi tencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap
tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan keépada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.

Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman
Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya‘ Mineral dan Gubernur
Sumatra Barat.

Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang ITUP
Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.

Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah
pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.

Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuar peraturan perundang-undangan.
Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.

Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dékumen studi
kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

Mengangkat seorang Kepala TeknikA Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan TUP
Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan
Pertambangan.

Permohonan peningkatan TUP Eksplorasi untuk TUP Opersi Produksi harus diajukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan TUP Eksplorasi berakhir
menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak berakhimyakeputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar
segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang
dipergunakan untuk kepentingan umum.

Menerapkan kaidah pertambangan yang baik. |

Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.

Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara
berkala.

Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan. '
Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.



26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal - dan/atau nasional serta

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan TUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat
dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera

Barat.

‘Melaporkan pelaksanaan péngembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai

bagian laporan berkala.

Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat

kegiatan TUP Eksplorasi.

Mengajukan permohonan penghentian kegiatan TUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.

Melaporkan mineral dan batubara tergali pada saat pelaksanaan kegiatan TUP Eksplorasi.

Menyampaikan laporan akhir kegiatan TUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan

penyelidikan umﬁm, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh

WIUP yang antara lain meliputi:

a. Peta-peta yang menunjukan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana
pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.

b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (driling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil
pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.

¢. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari
wilayah kegiatan eksplorasi.

d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji
dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan
terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusahaan untuk
dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang
bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;

b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lofcasi untuk kegiatan operasi
yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang
berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;

c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan,
pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk
lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-
jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang
cocok;

d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan

menggunakan tongkang atau kapal;



- Suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk

fasilitas pelabuhan dan pendaratan, épabila dianggap perlu;

. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan

kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan
fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan
dalam waktu 5 (lima) tehun setelah dimulainya periode operasi;

- suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan

memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan “untuk menjamin

penggantian tentang kerja asigg oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja
setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari
pengusahaan; '

- studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup
sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi
dengan konsultan independen yang memenﬁhi persyaratan;
suatu penyediaan tentang jumlah dan Jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan

“untuk melayani kebutuhan ‘pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin
berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi
produksi;
penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan
mineral dan penjualannya serta kontrak penjulannya;

. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan

kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persaratan

kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;

suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan

pemurnian, yang cykup untuk memperkirakan 'modal dan biaya operasi serta

kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;

- suaty analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu

usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (

rate of turn) dari pengusahaan;

- suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha

pertambangan industri dan pemukiman tetap;

- studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:

i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.

ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan
tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan
pemukiman tetap sehubungan dengan pengusahaan.

iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan
pengusahaan.



35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentua}n peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal : Qktober 2010




KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ H5S /IUP/BUP-PASBAR/2011
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 477 /
BUP-PASBAR/ 2010, Tanggal Oktober 2010 tentang
Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD
INTERNATIONAL, akan berakhir.
2. Surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi PT. BLACK GOLD
INTERNATIONAL, Nomor: 021/BGI/VII-2011 tanggal 15 Agustus
2011.

Menimbang :  Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan laporan, Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan IUP Eksplorasi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724),

4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TLN 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82,
TLN 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-ll/ 2006
tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/
Menhut-1l/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-ll/ 2008
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/
1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam
Bidang Pertambangan dan Energi,

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/
1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan
Dan Pencemaran Linkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah
dibidang Pertambangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun
2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN
PERPANJANGAN 1ZIN USAHA PERTAMBANGAN  EKSPLORASI
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan o PT. BLACK GOLD
INTERNATIONAL
Nama Direktur . Soeherman Tanuwira

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai saham : Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham . Magret Tansri Tanuwira
Haryanto Tanuwira

Pekerjaan / pemegang saham . Komisaris

Alamat . Jin. Lumba-lumba Peiabuhan

Baqcobar Batu Ampar Batam

Tlpn/Fax . 0778. 458678 - 0721-56950935.
Kewarganegaraan : Indonesia
Komoditas :  Batu Gamping
Lokasi Penambangan
Nagari - Muaro Kiawai, Rabi Jonggor
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten . Pasaman Barat
Provinsi . Sumatera Barat
Kode Wilayah . KW 07812 BGI
Luas :10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati
Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
Il Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Kecamatan Gunung Tuleh

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 1 (satu) Tahun

Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi adalah 1 (satu) tahun terhitung
tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan September
tahun 2012.

IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain
tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi
dailam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Keputusan ini.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya



Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran
biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.

KEENAM - Terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan
anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang
IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

KETUJUH . IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan,
apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan
Keenam dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

—

H. BAHARUDDIN. R

Tembusan :

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Keuangan

Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan

Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
Gubernur Sumatera Barat

Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

10. Sektretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi

13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

14. Direktur Pajak Bumi dan Bangungan, Deopartemen Keuangan

15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat

17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.

18. Camat Gunung Tuleh

19. Arsip

©CONOOAWN=



Lampiran |
SK Bupati Pasaman Barat
Nomor

:188.45/55° /IUP/BUP-PASBAR/2011

_ m::mmz >=w§,
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Peta Perpanjangan
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batu Gamping
PT. Black Gold International
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :

ﬁ Batas Kabupaten dan Kecamatan

m Jalan

m Sungai dan Anak Sungai
K

Ibukota Kabupaten/Kota

Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses

. 4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian

" 7. Luas

- 10.00 WIB

: PT. Black Gold International

! September 2011

Gunung Tuleh
: Batu Gamping
: 10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

s

AHARUDDIN, R

=3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar
nomor 422/kpts-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 555/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011
TANGGAL . 26 SEPTEMBER 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKPLORASI KEPADA PT. BLACKGOLD
INTERNATIONAL
Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Gunung Tuleh
Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor
Bahan Galian : Batu Gamping
Luas - 10.000 Hektar
Kode Wilayah : KW 07812 BGI
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
koord 0 ‘ “ 0 ‘ “
01 099 41 00.00 000 18 2200 LU
02 099 44 20.00 000 18 2200 LU
03 099 44 20.00 000 17 50.00 LU
04 099 45 00.00 000 17 50.00 LU
05 099 45 00.00 000 16 00.00 LU
06 099 46 00.00 000 16 00.00 LU
07 099 46 00.00 000 15 00.00 LU
08 099 47 00.00 000 15 00.00 LU
09 099 47 00.00 000 14 00.00 LU
10 099 49 48.00 000 14 00.00 LU
11 099 49 48.00 000 11 00.00 LU
12 099 46 28.00 000 11 00.00 LU
13 099 46 28.00 000 13 26.15 LU
14 099 44 33.00 000 13 2615 LU
15 099 44 33.00 000 13 5400 LU
16 099 42 35.00 000 13 5400 LU
17 099 42 35.00 000 14 3400 LU
18 099 41 40.00 000 14 3400 LU
19 099 41 40.00 000 15 4430 LU
20 099 41 00.00 000 15 4430 LU
Ditetapkandi : Simpang Empat

Pada tanggal : 2¢ September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

/

—

HARUDDIN. R




LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR - 188.45/ 555/ JUP /BUP-PASBAR/ 2011
TANGGAL . 9L SEPTEMBER 2011
TENTANG - PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN EKPLORASI KEPADA PT. BLACKGOLD
INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1.
2

Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.

Melaksanakan kegiatan TUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan
AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membangun fasilitas penunjang kegiatan TUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.

Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi
disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan
eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar,
keadaan yang menghalangi sehingga menimbuifkan penghentian sebagian atau seluruh
kegiatan usahan pertambangan.

Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral
utama yang diketemukan dalam WIUP.

Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan
merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.

Memenfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi
(penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas
mineral atau batubara yang tergali.

Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan
TUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1.

B

Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.

Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.

Melaporkan Rencana Investasi.

Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam
bentuk deposito sebesar US $ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas
nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai
kesepakatan maka [UP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
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Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang
TUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan
hutan dari Menteri Kehutanan.

Menyampaikan RAKB yang meliputi tencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap
tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.

Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman
Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur
Sumatra Barat.

Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP
Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.

Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah
pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.

Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membayar Turan tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.

Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi
kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan TUP
Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan
Pertambangan.

Permohonan peningkatan TUP Eksplorasi untuk IUP Opersi Produksi harus diajukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir
menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar
segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang
dipergunakan untuk kepentingan umum.

Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.

Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara
berkala.

Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang-undangan.
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Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.

Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta

menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa

pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan TUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat

dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera

Barat.

Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai

bagian laporan berkala.

Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat

kegiatan TUP Eksplorasi.

Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.

Melaporkan mineral dan batubara tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.

Menyampaikan laporan akhir kegiatan TUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan

penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh

WIUP yang antara lain meliputi:

a. Peta-peta yang menunjukan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana
pemegang [UP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.

b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (driling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil
pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.

c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari
wilayah kegiatan eksplorasi.

d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji
dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan
terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusahaan untuk
dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang
bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;

b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi
yang termasuk dalam pengusaha berikut penyimpan peta-peta dan gambar-gambar yang
berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;

c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan,
pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk
lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan,

jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain
yang cocok;



. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan

menggunakan tongkang atau kapal;

. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk

fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan

kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan

fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperfukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan
dalam waktu 5 (lima) tehun setelah dimulainya periode operasi;

. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan

memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperfukan untuk menjamin

penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja
setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari
pengusahaan;

. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup

sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi

dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;

suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan

untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin

berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi
produksi;

penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan

mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan
kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan
kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan
pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta
kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;

. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu
usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (
rate of turn) dari pengusahaan;

- suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha

pertambangan industri dan pemukiman tetap;

. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:

i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.

ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan

tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan
pemukiman tetap sehubungan dengan pengusahaan.

iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan

pengusahaan.



35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di  : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2011
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